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ABSTRAK

Nurlia AMR. Peran Nilai Malebbi Dalam Mendorong Akuntabilitas Dan Kepatuhan
Pengelolaan Dana Desa Tapporang Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Andi Ayu
Frihatni)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan
dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal,
tetapi juga oleh nilai kearifan lokal. Nilai Malebbi sebagai budaya Bugis yang
mencerminkan kejujuran (lempu’), rasa malu (siri’), sopan santun, dan tanggung
jawab berperan dalam membentuk perilaku aparatur desa. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis peran nilai Malebbi dalam mendorong akuntabilitas, kepatuhan,
serta keterkaitan keduanya dalam perspektif akuntansi syariah di Desa Tapporang
Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur
desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Teknik analisis data dilakukan
melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu
pada konsep akuntabilitas, kepatuhan, nilai Malebbi, dan prinsip akuntansi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Malebbi berperan dalam
mendorong akuntabilitas melalui sikap jujur, transparan, dan tanggung jawab aparatur
desa dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, nilai Malebbi juga mendorong
kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, prinsip syariah, norma sosial, dan kearifan
lokal melalui kesadaran internal aparatur desa. Lebih lanjut, penelitian ini
menemukan bahwa kepatuhan menjadi dasar dalam mewujudkan akuntabilitas,
sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepatuhan
tersebut. Dalam perspektif akuntansi syariah, keduanya merupakan bentuk amanah
yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Allah SWT.

Kata kunci: Malebbi, akuntabilitas, kepatuhan, dana desa, akuntansi syariah
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut :

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Nama
‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Tha Th te dan ha
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Dhal Dh de dan ha
B Ra R Er
J Zai /Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Shad S es (dengan titik di bawah)
o Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik ke atas
¢ gain G Ge
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- Fa F Ef

T Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em

O Nun N En

3 Wau w We

2 Ha H Ha

e Hamzah ’ Apostrof
s Ya Y Ye

Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I I
\ Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= fathah dan ya’ Ai adani
¥ fathah dan wau Au adanu
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Contoh :

X kaifa
ds2 : haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf dan
Huruf P Tanda Nama
o | b fathah dan alif dan ya’ A a dan garis di atas
e kasrah dan yad’ I 1 dan garis di atas
5 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh :
e : mata
Poy) : rama
Js : qila
&34 . yamiitu

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu:
1. ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah [t].
2. tamarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutahnya itu ditransliterasikan dengan ha (h).
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Contoh :

el iy, . raudah al-jannah atau raudatul jannah
“me‘ sl . al-madinah al-fadilah atau al-madinatul fadilah
RN . al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (<= ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

G35 : Rabbana
Las : Najjaina
Gal) s al-haqq
%;‘\ . al-hajj

Az cnu’ima
e : ‘aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(&), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (i).
e : “Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

e : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata
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sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

().

Contoh :
il . al-syamsu (bukan asy-syamsu)
A5i5 . al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
ALl . al-falsafah
B . al-biladu

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

O34G . ta’murina
& 3l :al-nau’
3 : syai’un
f—u—ei T umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata

Al-Qur’an (dari Qur’an), Sunnah, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila
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kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilal al-qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Laf? al-Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh :

W& 2 dinullah M o billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [7].

Contoh :

A 5 Aea o hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (4l Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (4/-). Contoh:
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Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladht bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tust

Abiu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata /bnu (anak dari) dan Abu

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abiu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: /bnu Rusyd, Abii al-
Walkd Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-Walid Muhammad /bnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abi Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWt.

Saw.

a.s.

H

SM
L.
W.
QS
HR

subhanahii wa ta’ala

sallallahu ‘alaihi wa sallam

‘alaihi al-sallam

Hijrah

Masehi

Sebelum Masehi

Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
Wafat tahun

QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:
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d4adin
OlSe s
alug e 4 s
dab
BEREELT
oAl AT )

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.

et

Cet.

Terj.

Vol.

al.

Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dana desa memegang peranan strategis dalam pemberdayaan dan
pembangunan di tingkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan daerah. Dana desa
merupakan instrumen keuangan publik yang digunakan untuk mendorong
pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan
kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana secara mandiri, namun tetap harus
mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakatl.

Meskipun secara legislasi pengelolaan dana desa telah diatur secara
komprehensif, realitas di lapangan masih menunjukkan berbagai permasalahan serius
dalam tata kelola keuangan desa. Statistik dari Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2023 mencatat adanya lebih dari 600
kasus penyalahgunaan dana desa dalam kurun lima tahun terakhir di Indonesia. Di
antara permasalahan utama adalah tidak optimalnya transparansi laporan keuangan,
lemahnya mekanisme pengawasan internal, serta rendahnya kepatuhan aparatur desa
terhadap regulasi pengelolaan dana®. Kondisi ini menimbulkan celah yang merugikan
masyarakat dan menghambat tujuan pembangunan desa yang seharusnya berorientasi

pada kesejahteraan.

! Halim, ‘Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di
Nusa Tenggara Timur’, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 4.1 (2023), pp. 51-71,
doi:10.33105/jmp.v4il.486.

2 Fitriani, Zulkifli, and Masyhuri, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa’, Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, 1, 2025, pp. 185-92.



Di Kabupaten Pinrang, khususnya di Desa Tapporang, alokasi dana desa tahun
2025 mencapai Rp 868.119.000. Namun, berbagai temuan lapangan menunjukkan
bahwa banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa ini. Laporan ini
Imengidentifikasi keterlambatan pelaporan administrasi keuangan, rendahnya
pemahaman aparatur desa terhadap sistem akuntansi serta minimnya penghargaan
terhadap prinsip akuntabilitas dan kepatuhan sebagai faktor penghambat utama.
Kondisi ini menggambarkan gap yang signifikan antara teori akuntabilitas dan praktik
tata kelola keuangan desa di Desa Tapporang.

Penelitian lain juga mendukung temuan tersebut, seperti yang di kemukakan
oleh studi Lestari di Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, yang
menyatakan bahwa kendala utama dalam pengelolaan dana desa adalah keterbatasan
sumber daya manusia (SDM) terutama dalam bidang administrasi dan akuntansi desa.
Kendati sistem aplikasi keuangan desa seperti SISKEUDES telah diterapkan,
kapasitas dan kompetensi aparatur desa yang terbatas menjadi penghambat
optimalisasi penggunaannya3.

Dalam konteks tersebut, transparansi dan kepatuhan menjadi dua pilar utama
yang harus diperkuat. Transparansi menuntut pemerintah desa untuk terbuka dalam
menyampaikan seluruh informasi terkait penggunaan dana desa, baik melalui laporan
keuangan, baliho, maupun forum musyawarah desa. Transparansi tidak hanya

meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme

¥ Andi Indah Lestari, ‘Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan
Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Evaluation of Village Fund
Management in Increasing Village Income in Pakeng Village , Lembang District , Pinrang Regency’,
1.2 (2024), pp. 1-5 <https://jurnal-fisip.uim-makassar.ac.id/index.php/fiskal/article/view/72>.



kontrol sosial terhadap potensi penyimpangan4. Sementara itu, kepatuhan memastikan
bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan dan prinsip etika
pemerintahan yang baik.

Namun, penguatan tata kelola keuangan desa tidak dapat hanya mengandalkan
pendekatan teknis-administratif. Diperlukan pula pendekatan kultural dan moral yang
bersumber dari nilai-nilai lokal masyarakat setempat. Dalam konteks budaya Bugis,
salah satu nilai luhur yang memiliki relevansi besar adalah Malebbi’. Nilai ini
mencerminkan sopan santun, rasa malu, dan kehormatan diri yang menjadi pedoman
moral masyarakat Bugis dalam bertindak. Menurut penelitian Internalisasi Kearifan
Lokal Bugis: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena, nilai Malebbi’ jika
diinternalisasikan melalui tahapan pengenalan, pembiasaan, dan aktualisasi dapat
membentuk karakter yang sopan, disiplin, peduli sosial, dan religius. Bila nilai
tersebut diterapkan dalam konteks pengelolaan keuangan desa, maka akan
membentuk kesadaran etis dan kontrol sosial internal yang mendorong aparatur desa
untuk bertindak jujur, amanah, dan bertanggung jawab”.

Nilai Malebbi’ memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip akuntansi
syariah yang menekankan pada kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan (‘ad/), dan
tanggung jawab kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip ini relevan diterapkan di
lingkungan masyarakat Muslim seperti di Kabupaten Pinrang. Sebagaimana

dijelaskan oleh Fitriani, kolaborasi antara nilai budaya lokal dan prinsip akuntansi

* Wilda Amananti, ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa
Polewali Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)’, 4.02 (2024), pp. 7823-30.

® Fawziah Zahrawati, Andi Aras, and Claver Nzobonimpa, ‘Internalisasi Kearifan Lokal
Bugis: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena Dalam Membangun Karakter Mahasiswa
Internalization of Bugis Local Wisdom: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena in Building
Student Character’, Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 24.2 (2022), pp. 157-69, doi:10.55981/jmb.1497.



syariah dapat memperkuat integritas serta moralitas dalam pengelolaan dana publik,
menjadikan tata kelola keuangan tidak hanya berbasis administratif, tetapi juga
spiritual dan etis®.

Penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi nilai Malebbi’ dalam
penerapan akuntansi syariah pada pengelolaan dana desa masih sangat terbatas,
khususnya di Desa Tapporang. Padahal, kolaborasi ini berpotensi memberikan
pendekatan baru yang menyatukan aspek teknis, sosial, dan spiritual dalam
menciptakan tata kelola desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting secara teoretik dan praktis.
Secara teoretik, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian akuntansi
syariah berbasis kearifan lokal, khususnya budaya Bugis. Secara praktis, penelitian
ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan rendahnya
akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa melalui internalisasi nilai Malebbi’.
Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat bahwa pengelolaan dana desa yang
tidak akuntabel dan tidak patuh berpotensi menghambat pembangunan serta merusak
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya
memberikan rekomendasi strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah desa,
lembaga pengawas, dan masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan
pengelolaan dana desa melalui internalisasi nilai budaya dan prinsip syariah, terutama

di Desa Tapporang, Kabupaten Pinrang.

® Fitriani, Zulkifli, and Masyhuri, ‘ Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa’.2024



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang

dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1.

Bagaimana peran nilai Malebbi dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan
dana desa di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang?

Bagaimana peran nilai Malebbi dalam mendorong kepatuhan pengelolaan dana
desa di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang.

Bagaimana keterkaitan antara akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana
desa dalam perspektif akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Malebbi di

Desa Tapporang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini di antaranya sebagai berikut:

. Untuk menganalisis peran nilai Malebbi terhadap peningkatan akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

. Untuk menganalisis peran nilai Malebbi terhadap kepatuhan aparat desa dalam

pengelolaan dana desa.
Untuk menjelaskan hubungan antara nilai Malebbi dengan prinsip-prinsip

akuntansi syariah dalam konteks pengelolaan dana desa

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap

pengembangan kajian akuntansi syariah berbasis kearifan lokal Bugis, khususnya

melalui penguatan nilai Malebbi sebagai kontrol etika dalam pengelolaan

keuangan publik. Nilai Malebbi yang mencerminkan sopan santun, rasa hormat,



dan kejujuran menjadi relevan untuk diintegrasikan dalam praktik akuntansi
syariah yang menuntut transparansi dan tanggung jawab moral. Dengan demikian,
penelitian ini dapat memperkaya literatur akuntansi syariah dengan perspektif
budaya lokal serta memperluas pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai
budaya dan religius dapat berperan dalam membentuk perilaku akuntabel dan
patuh terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana publik. Hasil penelitian ini
juga diharapkan mampu menjadi dasar teoretis bagi pengembangan model
akuntabilitas dan kepatuhan yang menggabungkan unsur budaya, spiritualitas, dan

profesionalisme dalam konteks tata kelola keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam
menerapkan nilai-nilai budaya dan spiritual, khususnya nilai Malebbi, sebagai
landasan moral dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa. Melalui penerapan nilai-nilai
tersebut, aparatur desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pengelolaan
keuangan dengan lebih jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Selain itu, hasil
penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi
akuntansi syariah untuk mengembangkan pendekatan pendidikan, pelatihan, serta
kebijakan yang menekankan pentingnya nilai-nilai lokal dalam praktik akuntansi
publik. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan
dalam merumuskan strategi peningkatan tata kelola keuangan desa yang tidak
hanya sesuai dengan regulasi nasional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai

budaya masyarakat Bugis yang berkarakter religius dan beretika tinggi.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Secara umum, berbagai penelitian di Sulawesi Selatan menemukan bahwa
akuntabilitas dan kepatuhan aparat desa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan
budaya lokal seperti lempu’ (jujur), getteng (teguh), dan malebbi’ (santun).
Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menelusuri bagaimana nilai
Malebbi diinternalisasi dalam proses akuntansi dan tata kelola dana desa, terutama

pada konteks sosial budaya masyarakat Tapporang, Kabupaten Pinrang.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aras Prabowo, Siti Khomsatun,
Lusiana Putri Ahmadi, Habsyah Fitri Aryani, dan Taufik Hidayadi berjudul
“Analisis Integrasi Antara Budaya Organisasi dan Nilai Islam dalam
Meminimalkan Fraud Ketika Corporate Governance Lemah (Studi Kasus PT
BPRS XYZ)” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik
wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-
nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keikhlasan, dengan budaya
organisasi mampu menekan potensi fraud, terutama ketika sistem tata kelola
lemah. Nilai-nilai tersebut diperkuat melalui aktivitas keagamaan yang

membentuk budaya kerja religius dan etis’.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus
kajian yang sama-sama menekankan pentingnya nilai moral dan budaya dalam

membentuk perilaku etis serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan

organisasi.

" Ahmad Misbakhul Munir and others, ‘Analisis Integrasi Antara Budaya Organisasi Dan
Nilai Islam Dalam Meminimalkan Fraud Ketika Corporate Governance Lemah Studi Kasus Pt Bprs
Xyz’,  Jurnal  Akuntansi  STIE ~ Muhammadiyah  Palopo, 10.1 ~ (2024), p. 75,
doi:10.35906/jurakun.v10i1.2031.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Penelitian
sebelumnya berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dalam budaya organisasi
untuk meminimalkan fraud, namun belum mengkaji bagaimana nilai tersebut
terinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan publik secara langsung,
khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Selain itu, penelitian tersebut lebih
menekankan pada aspek pencegahan fraud dalam organisasi formal.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji proses internalisasi
nilai kearifan lokal Malebbi’ dalam perilaku aparatur desa serta bagaimana nilai
tersebut berperan dalam membentuk akuntabilitas dan kepatuhan dalam
pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini juga menyoroti hubungan antara nilai
budaya lokal dengan praktik tata kelola keuangan publik di tingkat desa, yang
belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian,
penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan perspektif

kearifan lokal dalam kajian akuntabilitas publik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati berjudul “Penerapan Akuntabilitas
dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang”
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengelolaan Dana Desa di Lerang telah menerapkan prinsip
akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian laporan secara terbuka
kepada masyarakat. Selain itu, nilai religius dan moral lokal turut berperan

dalam memperkuat integritas aparatur desa®.

® Nurhayati, ‘Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di
Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)’, Skripsi, 2023.



Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus
kajian yang sama-sama membahas akuntabilitas pengelolaan Dana Desa serta
pentingnya transparansi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya
terletak pada jenis nilai yang dikaji, tetapi juga pada kedalaman analisis dan
fokus penelitian. Penelitian Nurhayati lebih menekankan pada penerapan
prinsip akuntabilitas dan transparansi secara administratif dalam pengelolaan
Dana Desa, serta hanya menyinggung peran nilai religius secara umum tanpa
mengkaji secara mendalam bagaimana nilai tersebut mempengaruhi perilaku
aparatur desa.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji proses internalisasi
nilai budaya lokal Bugis, yaitu Malebbi’, dalam membentuk sikap dan perilaku
aparatur desa, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan. Penelitian ini
juga menekankan hubungan antara nilai Malebbi’ dengan praktik akuntabilitas
dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa secara langsung. Dengan
demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti peran
kearifan lokal sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku aparatur desa dalam

tata kelola keuangan publik.

. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas
Laporan Keuangan Desa Polewali Kabupaten Pinrang” menggunakan metode
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan seiring
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dengan penerapan sistem pelaporan berbasis aplikasi SISKEUDES serta adanya
pengawasan dari masyarakat.’,

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus
kajian yang sama-sama membahas akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya
terletak pada fokus kajian, tetapi juga pada pendekatan analisis yang digunakan.
Penelitian Yanti lebih menekankan pada aspek teknis dalam pengelolaan
keuangan desa, khususnya pada penggunaan sistem pelaporan berbasis aplikasi
SISKEUDES serta peran pengawasan dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas. Penelitian tersebut belum mengkaji faktor non-teknis, seperti nilai
budaya lokal, yang dapat mempengaruhi perilaku aparatur desa dalam
pengelolaan keuangan.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji peran nilai budaya
lokal Bugis, yaitu Malebbi’, sebagai faktor pengendalian moral yang
mempengaruhi sikap dan perilaku aparatur desa. Penelitian ini menekankan
bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan
terinternalisasi dalam praktik pengelolaan Dana Desa, serta bagaimana nilai
tersebut berkontribusi dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan. Dengan
demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan mengintegrasikan
aspek budaya lokal dalam kajian tata kelola keuangan desa yang sebelumnya

lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan sistem.

® Amananti, ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Polewali
Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)’.
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurisma berjudul “Analisis Akuntabilitas dan
Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kalola Kabupaten Wajo” menggunakan
pendekatan akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai
amanah dan tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam mewujudkan

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa'®.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus
kajian yang sama-sama menyoroti pentingnya nilai moral dalam mendukung
akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya pada tingkat desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya
terletak pada jenis nilai yang digunakan, tetapi juga pada pendekatan analisis
dan konteks kajian. Penelitian Nurisma menggunakan pendekatan akuntansi
syariah yang menekankan pada prinsip-prinsip normatif seperti amanah dan
tanggung jawab sebagai dasar dalam mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana nilai-nilai
tersebut terinternalisasi dalam praktik sosial dan budaya masyarakat serta
belum menyoroti peran kearifan lokal dalam membentuk perilaku aparatur desa.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji nilai budaya lokal
Bugis, yaitu Malebbi’, sebagai kearifan lokal yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan pada proses internalisasi nilai
Malebbi’ dalam perilaku aparatur desa serta bagaimana nilai tersebut berperan
dalam membentuk akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan

10 Nurisma, ‘Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Kalola
Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)’, 2024
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8472/%0Ahttps://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8472/1/1
7.2800.020.pdf>.
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mengintegrasikan perspektif budaya lokal dalam kajian akuntabilitas publik

yang sebelumnya lebih banyak dikaji melalui pendekatan normatif keagamaan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadly berjudul “Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Kabupaten Pinrang”
menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan analisis akuntansi
syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa
dilakukan berdasarkan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran
sesuai dengan nilai-nilai akuntansi syariah. Nilai moral dan etika tersebut
berperan sebagai dorongan internal bagi aparatur desa untuk bersikap

transparan dan patuh dalam pengelolaan Dana Desa'.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus
kajian yang sama-sama menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam
memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya
terletak pada fokus nilai yang digunakan, tetapi juga pada pendekatan analisis
dan kedalaman kajian. Penelitian Ahmad Fadly menggunakan pendekatan
akuntansi syariah yang menekankan pada prinsip-prinsip normatif seperti
keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban sebagai dasar dalam
mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian tersebut
belum mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai tersebut terinternalisasi
dalam praktik sosial serta belum menyoroti peran budaya lokal dalam

membentuk perilaku aparatur desa.

"' Ahmad Fadly, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang
(Analisis Akuntansi Syariah)’, Skripsi, 183.2 (2023), pp. 153-64.
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Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji nilai budaya lokal
Bugis, yaitu Malebbi’, sebagai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat dan
mempengaruhi perilaku aparatur desa. Penelitian ini menekankan pada proses
internalisasi nilai Malebbi’ dalam membentuk sikap jujur, tanggung jawab, dan
kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian,
penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan perspektif
kearifan lokal dalam analisis akuntabilitas publik, khususnya pada konteks

pemerintahan desa yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Fatimah Mus et al. berjudul “Penerapan
Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa”
menggunakan pendekatan kualitatif dengan etnografi kritis di Desa Kading,
Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya Bugis seperti
lempu’ (kejujuran), getteng (keteguhan), dan siri’ (harga diri) berperan penting
dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa melalui proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang partisipatif. Selain
itu, transparansi juga diwujudkan melalui penyampaian informasi realisasi
APBDes kepada masyarakat, sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang

sesuai dengan prinsip good governance'?.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus
kajian yang sama-sama menekankan peran nilai budaya Bugis dalam
memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya
terletak pada jenis nilai budaya yang dikaji, tetapi juga pada fokus analisis dan

kedalaman kajian. Penelitian Sari Fatimah Mus et al. mengkaji nilai-nilai

2 Sari Fatimah Mus and others, ‘Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas
Pengelolaan’, Economics and Digital Business Review, 4.2 (2023), pp. 436—44.
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budaya Bugis secara umum seperti lempu’, getteng, dan siri’ dalam mendukung
akuntabilitas melalui proses pengelolaan keuangan desa yang partisipatif.
Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji satu nilai budaya
secara mendalam serta belum menyoroti bagaimana proses internalisasi nilai
tersebut dalam membentuk perilaku aparatur desa secara langsung.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada satu nilai
budaya Bugis, yaitu Malebbi’, yang dikaji secara mendalam sebagai bentuk
kearifan lokal yang menekankan aspek kesopanan, etika, dan kehormatan
moral. Penelitian ini tidak hanya melihat peran nilai tersebut dalam mendukung
akuntabilitas, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai Malebbi’ terinternalisasi
dalam perilaku aparatur desa serta berkontribusi dalam mendorong kepatuhan
dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan
kontribusi baru melalui pendekatan yang lebih spesifik dan mendalam terhadap

satu nilai budaya lokal dalam konteks tata kelola keuangan desa.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Agriansah berjudul ‘“Penerapan Sistem
Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare”
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan tanggung jawab merupakan aspek
penting dalam penerapan sistem akuntansi syariah, sehingga mampu

mendukung terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan®.

3'S Agriansah, ‘Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat
KCP  Parepare’, 2021, pp. 1-105 <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3633%0Ahttp://
repository.iainpare.ac.id/3633/1/17.2800.042.pdf>.
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada
penekanan terhadap nilai moral, seperti kejujuran dan tanggung jawab, sebagai
dasar dalam mewujudkan akuntabilitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya
terletak pada konteks dan objek kajian, tetapi juga pada pendekatan analisis
yang digunakan. Penelitian Agriansah berfokus pada penerapan sistem
akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah di sektor perbankan, dengan
menekankan pada aspek teknis dan prosedural dalam sistem akuntansi serta
peran nilai moral sebagai prinsip normatif. Namun, penelitian tersebut belum
mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam perilaku pelaku
organisasi serta belum menyoroti peran budaya lokal dalam membentuk
akuntabilitas dalam konteks sektor publik.

Sementara itu, penelitian ini mengkaji pengelolaan Dana Desa dalam
konteks pemerintahan desa dengan menekankan pada peran nilai budaya lokal
Bugis, yaitu Malebbi’, sebagai kearifan lokal yang mempengaruhi perilaku
aparatur desa. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif nilai, tetapi
juga menganalisis proses internalisasi nilai Malebbi’ dalam membentuk sikap
jujur, tanggung jawab, dan kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan Dana
Desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan
mengintegrasikan perspektif budaya lokal dalam analisis akuntabilitas sektor
publik yang sebelumnya lebih banyak dikaji dalam konteks organisasi formal

seperti perbankan.
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B. Tinjauan Teori
1. Teori Kearifan lokal (Local Wisdom)

Secara etimologis, istilah kearifan lokal tersusun dari dua kata, yakni
kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam KBBI, kata lokal berarti “setempat”,
sedangkan kearifan bermakna ‘“kebijaksanaan”. Dengan demikian, secara
etimologis, kearifan lokal (local wisdom) dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan
atau pemikiran-pemikiran yang berasal dari suatu daerah (setempat) yang bersifat
bijaksana, mengandung nilai-nilai luhur, serta dipegang dan dijalankan oleh
masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam buku Akuntansi berbasis kearifan lokal Lilik Purwanti (2025),
Istilah kearifan lokal pertama kali diperkenalkan oleh H.G. Quaritch Wales (1948)
yang menyebutnya sebagai local genius, yaitu seperangkat ciri khas kebudayaan
yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat sebagai hasil dari pengalaman
panjang di masa lampau. Kearifan lokal sebagai bentuk budaya yang tumbuh
dalam masyarakat dianggap memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah
derasnya arus globalisasi, sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang
dapat dijadikan dasar dalam membangun karakter bangsa. Dengan kata lain,
kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang sarat dengan kebijaksanaan
hidup serta pandangan hidup (way of life) yang mencerminkan nilai-nilai kebijakan
dan kearifan masyarakat setempat™.

Menurut Rahyono dalam buku yang di tulis oleh I made ari winangun dkk
2022 menjelaskan bahwa, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang

dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman

Y Lilik Purwanti, Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal (Rajawali Pers, 2025).
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masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari pengalaman masyarakat
tertentu yang belum tentu dialami oleh masyarakat lainnya. Nilai-nilai tersebut
melekat kuat pada kelompok masyarakat tertentu dan telah melalui perjalanan
waktu yang panjang, seiring dengan keberadaan masyarakat tersebut™.

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai budaya yang lahir, tumbuh, dan
berkembang dari hasil pemikiran serta pengalaman hidup masyarakat setempat
yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Khaedir Makkasau dalam
bukunya Refleksi Budaya dan Kearifan Lokal Suku Bugis: Konsep Budaya
Pangngaderreng di Era Globalisasi, masyarakat Bugis menjadikan sistem
Pangngaderreng sebagai pedoman utama dalam menata kehidupan sosial, politik,
dan ekonomi. Sistem ini terdiri dari lima unsur utama, yaitu Ade’ (adat), Bicara
(hukum), Rapang (preseden), Wari (tata hubungan sosial), dan Sara’ (aturan
agama). Nilai-nilai tersebut membentuk fondasi etika sosial yang mengatur
perilaku masyarakat Bugis dalam menjalin hubungan antarindividu dan antara
masyarakat dengan pemimpinnya. Melalui sistem ini pula muncul nilai-nilai luhur
seperti siri’, pessé, dan malebbi yang menjiwai kehidupan sosial masyarakat
Bugism.

Dalam konteks masyarakat Bugis, Malebbi’ merupakan falsafah hidup
yang sarat dengan nilai moral dan etika sosial. Nilai ini mencerminkan perilaku
yang terpuji, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam tata kelola

pemerintahan. Dalam pengelolaan dana desa, penerapan nilai Malebbi’ menjadi

I made ari Winangun, ni putu candra Prasatya, and i komang Wahyu, Teori Dan Aplikasi
Model Aligned and Skilled Learning, 2022.

'® Khaedir Makkasau, Refleksi Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Bugis ‘Konsep Budaya
Panngaderreng Di Era Globalisasi’ (Deepublish, 2022).
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penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan

berkeadilan.

a. Sopan Santun (Lempu’attongeng)

Sopan santun mencerminkan sikap hormat dan rendah hati dalam
berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa, sopan
santun tercermin pada cara aparat desa menyampaikan informasi kepada
masyarakat terkait penggunaan anggaran. Seorang kepala desa dan
perangkatnya harus mampu berkomunikasi dengan santun, terbuka, dan tidak
arogan dalam menyampaikan laporan keuangan atau saat menerima aspirasi
masyarakat. Sopan santun juga menjaga keharmonisan sosial antara pengelola
dana desa dan warga penerima manfaat, sehingga menumbuhkan rasa saling

percaya.

b. Tata Krama (4de’ atau Pangngadereng)

Tata krama mencakup aturan dan norma yang mengatur perilaku
seseorang agar sesuai dengan adat dan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam tata
kelola dana desa, penerapan tata krama berarti setiap keputusan pengelolaan
anggaran harus mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, baik
berdasarkan regulasi pemerintah maupun adat lokal. Kepala desa dan aparatnya
tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus menghormati
mekanisme musyawarah desa dan prinsip keadilan dalam pembagian manfaat

dana desa.
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¢. Kehormatan (Siri’na Pacce)

Kehormatan (siri’) adalah nilai inti dalam budaya Bugis yang
menandakan harga diri dan tanggung jawab moral. Dalam pengelolaan dana
desa, kehormatan bermakna bahwa setiap aparat desa harus menjaga
integritasnya dengan tidak melakukan penyimpangan seperti korupsi,
nepotisme, atau manipulasi laporan keuangan. Menjaga kehormatan berarti
menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan desa. Aparat desa yang berpegang
pada nilai siri’ akan berusaha bekerja jujur dan profesional karena merasa malu

jika mencederai kepercayaan masyarakat.

d. Rasa Malu yang Konstruktif (Sizi’ dalam arti etis)

Rasa malu dalam konteks Malebbi’ bukanlah rasa takut, tetapi
kesadaran moral yang mendorong seseorang untuk berbuat benar. Dalam
pengelolaan dana desa, rasa malu konstruktif ini menjadi pengendali perilaku
agar tidak menyalahgunakan keuangan publik. Seorang perangkat desa yang
memiliki siri” akan merasa malu jika tidak melaporkan penggunaan dana secara
transparan atau jika menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Nilai
ini berperan sebagai pengawas internal yang lebih kuat daripada sekadar aturan
administratif.

Secara etimologis, kata Malebbi berasal dari bahasa Bugis yang berarti
“sopan” atau “beradab.” Konsep ini tidak sekadar berkaitan dengan etika
pergaulan, melainkan merupakan bentuk identitas moral orang Bugis dalam
menjaga harga diri (siri’), kehormatan, dan martabatnya. Nilai Malebbi menuntun
individu untuk bertindak dengan penuh rasa hormat, menjaga kejujuran, serta

menghindari perbuatan yang memalukan baik bagi dirinya maupun komunitasnya.
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Dalam pandangan masyarakat Bugis, seseorang yang tidak berperilaku Malebbi
akan dianggap merendahkan martabat dirinya sendiri dan keluarganyal7.

Menurut penelitian Mattulada dalam bukunya menegaskan bahwa nilai
malebbi menjadi simbol kepribadian Bugis sejati, yang menentukan cara seseorang
memimpin dan berinteraksi dalam masyarakat. Nilai ini juga berfungsi sebagai
kontrol sosial agar setiap individu senantiasa menghormati orang lain, berbicara
dengan santun, serta menjalankan tanggung jawab publik secara beretika. Dengan
demikian, malebbi bukan sekadar bentuk kesopanan, melainkan juga
mencerminkan integritas moral dan etika kepemimpinan dalam sistem sosial
Bugisls.

Dalam konteks tata kelola dana desa, nilai malebbi memiliki peran penting
dalam mendorong terciptanya akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa. Aparat
yang menjunjung tinggi nilai malebbi akan memiliki kesadaran moral untuk
melaksanakan tugas dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab kepada
masyarakat. Malebbi menuntun perangkat desa agar berperilaku sopan dalam
pengambilan keputusan, menghargai aspirasi masyarakat, serta menghindari
tindakan yang dapat merugikan publik seperti penyalahgunaan wewenang atau
korupsi. Dengan demikian, nilai malebbi dapat dipandang sebagai bentuk kearifan
lokal yang menopang tata kelola pemerintahan desa berbasis etika dan moralitas.
Nilai ini berperan sebagai sistem pengendali diri yang tidak hanya didorong oleh

aturan formal, tetapi juga oleh kesadaran budaya dan spiritual masyarakat Bugis

Y. Latif, ‘Intisari Nilai-Nilai Budaya Bugis Makassar Dalam Konteks Etika Sosial’, in
Prenadamedia Group, 2018.

'8 Mattulada, Transisi Budaya Dan Generasi Sosial (UGM PRESS, 2021).



21

untuk berbuat baik dan menjaga kehormatan dalam setiap aktivitas pelayanan
publik.

Secara teoretis, penerapan nilai malebbi dalam tata kelola dana desa
mencerminkan prinsip good governance berbasis kearifan lokal, yang meliputi
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat
Pangngaderreng yang menekankan keseimbangan antara hukum, adat, dan moral
dalam kehidupan sosial. Dengan menjadikan malebbi sebagai pedoman etika
dalam pengelolaan dana desa, aparat pemerintahan tidak hanya menjalankan
fungsi administratif, tetapi juga membangun kepercayaan dan keharmonisan sosial
di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Bugis,
khususnya nilai malebbi, masih relevan dan berperan strategis dalam membangun

tata kelola pemerintahan yang berkeadaban dan berintegritas di tingkat desa.

2. Akuntabilitas

a. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang memiliki posisi sangat penting
dalam tata kelola organisasi, khususnya pada sektor publik dan lembaga
keuangan berbasis syariah. Dalam konteks manajemen modern, akuntabilitas
tidak hanya dipahami sebagai bentuk pelaporan administratif, tetapi juga
sebagai manifestasi dari tanggung jawab moral, etika, dan sosial atas
kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Akuntabilitas adalah kewajiban
bagi setiap individu atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban

tersebut. Artinya, akuntabilitas menjadi ukuran sejauh mana sebuah entitas
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mampu menunjukkan transparansi, kejujuran, dan keterbukaan dalam
menjalankan fungsi serta tugasnyalg.

Mahmudi menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya sebatas
pemenuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai
kejujuran (integrity), transparansi (transparency), dan tanggung jawab moral
(moral responsibility). Dalam perspektif ini, akuntabilitas dipandang sebagai
proses berkelanjutan yang menuntut adanya pelaporan yang jujur, evaluasi
kinerja yang objektif, dan keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini penting
agar masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah
atau lembaga publik dapat menilai sejauh mana amanah tersebut dijalankan
dengan benar dan bertanggung jawabzo.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, makna akuntabilitas menjadi
lebih luas dan bernilai spiritual. Akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal
kepada manusia (hablun minannas), tetapi juga vertikal kepada Allah SWT
(hablun minallah). Setiap aktivitas ekonomi, pengelolaan dana, dan pelaporan
keuangan harus dilandaskan pada prinsip amanah, keadilan, dan kejujuran
sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Hal ini menjadikan
akuntabilitas dalam sistem syariah memiliki dimensi ukhrawi, di mana
pertanggungjawaban tidak berhenti pada manusia, tetapi juga kepada Sang
Pencipta. Oleh karena itu, pelaku lembaga keuangan syariah tidak hanya
dituntut untuk mematuhi standar akuntansi dan regulasi pemerintah, tetapi juga

untuk menjaga nilai-nilai moral Islam dalam setiap kegiatan operasionalnya.

9 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2018.
% Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (U1l Press., 2019).
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Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan secara
formal melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen
utama untuk menilai sejauh mana sumber daya ekonomi dikelola dan
dimanfaatkan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Melalui laporan
tersebut, masyarakat dan pihak berwenang dapat mengetahui nilai aset dan
kewajiban, menilai kondisi keuang21an pemerintah, mengevaluasi efektivitas
serta efisiensi pelaksanaan program kerja, serta memastikan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku®.

Laporan keuangan juga berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada publik atas pengelolaan dana yang bersumber dari berbagai
penerimaan negara, seperti pajak, retribusi, dan transaksi lainnya. Kualitas dan
kewajaran laporan keuangan menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat
akuntabilitas lembaga pemerintah. Pemerintah yang mampu menyusun laporan
keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dianggap memiliki sistem

akuntabilitas yang baik dan transparan.

b. Prinsip akuntabilitas

PP No. 71 Tahun 2010 menetapkan empat kriteria normatif utama yang
harus dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah berkualitas, yaitu relevan,
andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Keempat unsur tersebut

menjamin bahwa informasi yang disajikan tidak hanya tepat secara teknis,

%! Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik.

%2 purwanti, Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal.
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tetapi juga berguna bagi pengambilan keputusan publik dan pengawasan

sosial®.

1) Relevan

Informasi dalam laporan harus berguna bagi para pengguna dalam
proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun kebijakan publik.
Relevansi ditunjukkan dengan penyajian data yang tepat waktu dan memiliki

nilai prediktif maupun evaluatif terhadap kinerja pemerintah.

2) Andal

Laporan keuangan yang andal mencerminkan kondisi sebenarnya dan
bebas dari kesalahan material atau bias. Keandalan menuntut adanya sistem
pengendalian internal yang baik agar data yang disajikan dapat dipercaya

sebagai dasar pertanggungjawaban publik.

3) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan harus disusun dengan prinsip dan standar yang
konsisten sehingga memungkinkan perbandingan antarperiode (time series)
maupun antarentitas pemerintah (cross section). Hal ini membantu menilai

perkembangan kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran.

4) Dapat dipahami
Informasi dalam laporan harus disajikan dengan bahasa, struktur, dan
format yang jelas agar dapat dimengerti oleh berbagai pihak, termasuk

masyarakat umum yang bukan berlatar belakang akuntansi.

2 M. Sari, R., & Muslim, Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Akuntansi Sektor Publik
(Systematic Review, 2023).
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Prinsip-prinsip akuntabilitas ini sejalan dengan firman Allah SWT

dalam Surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

Ol B G A28 135 @l dl eI 1558 of 5540 4 e

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.™

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan amanah merupakan dasar dari
akuntabilitas dalam Islam. Setiap pemimpin atau pengelola amanah, termasuk
dalam konteks pengelolaan dana desa, berkewajiban untuk menunaikan
tanggung jawabnya secara adil dan transparan kepada pihak yang berhak.

Selain itu, dalam Islam terdapat konsep amanah yang erat kaitannya
dengan pertanggungjawaban. Amanah merupakan titipan Allah kepada manusia
untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Segala yang dimiliki manusia di dunia
ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanyalah pengelola
(khalifah) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di
akhirat kelak.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Qiyamah ayat 36, yang
berbunyi:

P
s /7’T
m
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2 ‘K ementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya’.
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Terjemahnya:

“Apakah manusia men%ira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa
pertanggungjawaban)?”’ .

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai
pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu,
akuntabilitas dalam perspektif Islam bukan hanya kewajiban administratif,
tetapi juga merupakan bentuk kesadaran spiritual bahwa segala tindakan harus
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut semakin diperkuat dengan adanya
digitalisasi akuntansi publik, yang berperan penting dalam meningkatkan
keandalan, transparansi, dan keterbukaan data keuangan pemerintah. Sistem
digital memungkinkan proses pelaporan menjadi lebih efisien, akurat, serta
mudah diakses oleh publik, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat

terhadap kinerja lembaga pemerintah.

. Tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki tujuan utama dalam menciptakan tata kelola
organisasi yang transparan, efektif, dan berintegritas. Akuntabilitas bukan
hanya sekadar kewajiban administratif untuk melaporkan kegiatan, melainkan
merupakan sarana untuk menegakkan kepercayaan publik serta menjaga
legitimasi lembaga. Adapun tujuan utama akuntabilitas dijelaskan sebagai

berikut®:
1) Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah atau Lembaga

Akuntabilitas yang baik mampu memperkuat kepercayaan masyarakat

% ‘Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya’.

%8 Halim & Kusufi, Akuntansi Sektor Publik (Salemba, 2020).
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terhadap lembaga publik maupun lembaga keuangan syariah. Ketika
laporan keuangan dan kinerja disajikan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan, publik akan merasa yakin bahwa lembaga
tersebut menjalankan amanahnya dengan jujur dan profesional.

2) Menjamin Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik Tujuan
penting lainnya adalah menciptakan transparansi dalam penyajian
informasi keuangan dan kegiatan lembaga. Dengan adanya keterbukaan
informasi, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah atau
lembaga menjalankan tanggung jawabnya secara adil dan sesuai dengan
aturan yang berlaku.

3) Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya
Akuntabilitas juga berperan dalam meningkatkan efisiensi serta
efektivitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki lembaga. Melalui
mekanisme pertanggungjawaban yang baik, penggunaan dana publik
dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat maksimal dan menghindari
pemborosan atau duplikasi kegiatan.

4) Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi Penerapan prinsip
akuntabilitas yang kuat berfungsi sebagai sistem pengawasan terhadap
perilaku aparatur atau pengelola lembaga. Dengan demikian, potensi
penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi data, serta praktik korupsi dapat
diminimalkan karena setiap tindakan dapat ditelusuri dan dievaluasi
secara terbuka.

5) Menegakkan Tata Kelola (Good Governance) yang Berlandaskan Nilai-
Nilai Etika dan Keadilan Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam
mewujudkan good governance. Lembaga yang akuntabel dituntut untuk
beroperasi berdasarkan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab
sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan
pentingnya kejujuran (sidq), amanah, dan keadilan dalam setiap aktivitas

pengelolaan publik maupun bisnis.
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Dengan demikian, akuntabilitas berfungsi tidak hanya sebagai alat
administratif untuk pertanggungjawaban formal, tetapi juga sebagai instrumen
moral dan sosial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas,

serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

d. Dimensi-Dimensi Akuntabilitas

Akuntanbilitas tidak hanya terbatas pada aspek pelaporan keuangan,
tetapi juga mencakup berbagai dimensi penting yang mencerminkan tanggung
jawab organisasi secara menyeluruh. Adapun dimensi-dimensi tersebut

dijelaskan sebagai berikut?”:

1) Akuntabilitas Keuangan (Financial Accountability)

Dimensi ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan
dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah
memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, transparan, dan
tidak disalahgunakan. Akuntabilitas keuangan menjadi dasar dalam
mewujudkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah maupun

lembaga keuangan syariah.

2) Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)
Akuntabilitas manajerial berfokus pada tanggung jawab pimpinan
dan aparatur dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, seperti

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dimensi

%" et al. Ahmad, R., Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Di Era Digital, 2024.
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ini menekankan pentingnya efektivitas dalam mengelola sumber daya agar

sasaran organisasi dapat tercapai secara optimal.

3) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and
Legality)

Dimensi ini menuntut kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan
prinsip integritas. Akuntabilitas hukum dan kejujuran mencakup penolakan
terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Prinsip ini menjamin bahwa setiap tindakan organisasi dilakukan

sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

4) Akuntabilitas Program (Program Accountability)

Akuntabilitas program menilai sejauh mana kegiatan atau program
yang dijalankan telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Evaluasi dilakukan terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan
program untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat atau penerima

layanan.

5) Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Dimensi ini berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap
kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah atau pimpinan lembaga
publik. Akuntabilitas kebijakan mencakup penjelasan rasionalitas di balik

pengambilan keputusan serta dampaknya terhadap publik.

6) Akuntabilitas Kinerja (Performance Accountability)
Berdasarkan teori terbaru yang dikemukakan oleh Ahmad et al.

(2024), akuntabilitas kinerja menekankan pentingnya pertanggungjawaban
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terhadap hasil (outcome), bukan sekadar input dan proses. Lembaga dituntut
untuk menunjukkan capaian nyata yang menggambarkan efektivitas dan

efisiensi dari penggunaan sumber daya publik.

7) Akuntabilitas Etika dan Sosial (Ethical & Social Accountability)

Dimensi ini menyoroti tanggung jawab lembaga dalam mematuhi
norma sosial, nilai moral, dan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks
lembaga keuangan syariah, akuntabilitas etika mencerminkan komitmen
terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antara
kepentingan ekonomi dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai
kewajiban administratif, tetapi juga sebagai komitmen moral dan spiritual yang
mencerminkan integritas, transparansi, serta tanggung jawab sosial dalam setiap

aspek pengelolaan organisasi.

3. Kepatuhan

Kepatuhan adalah kesediaan seseorang atau entitas untuk melaksanakan
kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik karena dorongan
kesadaran pribadi maupun karena adanya sanksi yang diberlakukan oleh otoritas.
Kepatuhan mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab hukum dan
kesadaran moral dalam berorganisasi maupun kehidupan sosial®®,

Istilah kepatuhan berasal dari kata “taat” yang mencerminkan sikap atau
kecenderungan seseorang untuk menerima, menghormati, serta menaati perintah,

hukum, dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan menunjukkan adanya kesadaran

% Heliani, Kepatuhan Wajib Pajak Dari Perspektif Internal Dan Eksternal Individu
(Deepublish, 2023).
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moral dan tanggung jawab individu maupun organisasi terhadap aturan yang telah
ditetapkan oleh otoritas berwenang. Dengan demikian, kepatuhan tidak sekadar
dimaknai sebagai tindakan formal dalam mematuhi hukum, tetapi juga sebagai
wujud integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika serta norma sosial yang
berlaku di masyarakatzg.

Kepatuhan dapat diartikan sebagai tingkat sejauh mana seseorang atau
lembaga menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam
konteks organisasi publik maupun lembaga keuangan, kepatuhan berfungsi sebagai
mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai
dengan pedoman, standar operasional, dan protokol resmi yang ditetapkan oleh
pihak berwenang.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Regulasi tersebut
menegaskan bahwa setiap pemerintahan desa wajib menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan
keuangan publik.

Permendagri No. 113 juga memperkuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan
keuangan desa, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin dan
tertib anggaran. Prinsip-prinsip tersebut menuntut aparatur desa untuk senantiasa
patuh terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku, baik dalam tahap perencanaan

maupun pelaporan. Dengan demikian, kepatuhan pelaporan keuangan tidak hanya

» Mardiasmo, Governansi: Manajemen Risiko, Kepatuhan, Dan Akuntansi Menuju
Keberlanjutan Organisasi (Andi, 2024).
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menjadi tanggung jawab administratif, tetapi juga mencerminkan integritas dan
komitmen etis aparatur desa terhadap amanah publik %0,

Selain itu, kepatuhan juga memiliki dimensi moral dan etis yang
membedakannya dari sekadar pelaksanaan hukum. Misalnya, kesopanan dalam
konteks kepemimpinan tidak hanya mengacu pada ketaatan terhadap hukum, tetapi
juga mencerminkan kejujuran, integritas, dan kebijaksanaan dalam pengambilan
keputusan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma kepatutan tidak selalu
identik dengan pelanggaran hukum, namun tetap menunjukkan ketidaksesuaian
dengan nilai moral yang dijunjung tinggi dalam organisasi.

Dalam sektor keuangan dan pemerintahan, kepatuhan menjadi elemen
penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Lembaga yang taat
terhadap hukum, konvensi, serta regulasi yang berlaku akan memiliki citra positif
di mata masyarakat, konsumen, dan pasar. Sebaliknya, pelanggaran terhadap
ketentuan kepatuhan dapat menimbulkan risiko reputasi, sanksi hukum, dan
kerugian finansial.

Kepatuhan juga terkait erat dengan pengelolaan risiko (compliance risk
management). Misalnya, dalam konteks perpajakan, Wajib Pajak yang tidak
melaksanakan kewajiban pelaporan atau pembayaran pajak dengan benar dapat
dikenai sanksi administratif maupun pidana. Hal ini menunjukkan bahwa
kepatuhan berperan sebagai alat pengendalian internal yang memastikan

keselarasan antara norma organisasi dan ketentuan hukum eksternal®".

%0 Implementasi Permendagri and others, ‘JAK’, 6.2 (2020), pp. 72-98.
*! Heliani, Kepatuhan Wajib Pajak Dari Perspektif Internal Dan Eksternal Individu.
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Kepatuhan terhadap peraturan memiliki beberapa dimensi yang
menggambarkan sejauh mana seseorang menerima, mempercayai, dan
melaksanakan aturan atau norma yang berlaku. Menurut Blass (dalam Septi
Kusuma Dewi, 2019), seseorang dapat dikatakan patuh apabila memiliki tiga

dimensi utama kepatuhan, yaitu32:

a. Mempercayai (Belief)

Dimensi ini berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap tujuan dan
manfaat dari aturan atau otoritas yang relevan. Seseorang akan mematuhi
peraturan apabila ia meyakini bahwa aturan tersebut memiliki nilai positif dan
mendukung tercapainya ketertiban, keadilan, atau kesejahteraan. Kepercayaan
terhadap otoritas ini menjadi dasar munculnya sikap patuh tanpa paksaan

eksternal.

b. Menerima Norma atau Nilai (Acceptance of Norms and Values)

Seseorang dianggap patuh apabila ia menerima dan menghargai
keberadaan norma-norma sosial maupun aturan formal, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis. Penerimaan ini timbul karena adanya kesadaran moral
dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Individu dengan
dimensi ini akan terdorong untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat
atau kelompok sosial, bukan semata-mata karena takut akan sanksi, melainkan

karena adanya kesepahaman terhadap nilai-nilai kebaikan dan ketertiban.

%2 Septi Kusuma. Dewi, Pengaruh Kepatuhan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Deepublish., 2019).
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C. Melaksanakan Perintah atau Aturan (Behavioral Compliance)

Dimensi ini merupakan penerapan nyata dari norma dan nilai yang
diyakini dalam perilaku sehari-hari. Seseorang dianggap benar-benar patuh
apabila tindakan dan perilakunya mencerminkan pelaksanaan aturan atau
instruksi yang berlaku. Dengan kata lain, kepatuhan tidak hanya berhenti pada
sikap menerima atau mempercayai, tetapi diwujudkan melalui tindakan konkret
yang selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang
dapat disebut patuh apabila ia mempercayai aturan, menerima nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya, serta melaksanakan peraturan tersebut dalam tindakan
nyata. Dengan demikian, kepatuhan mencakup aspek kognitif (kepercayaan),
afektif (penerimaan nilai), dan konatif (tindakan nyata) yang saling berkaitan

dalam membentuk perilaku taat terhadap hukum maupun norma sosial.

4. Pengelolaan dana desa

a. Pengertian pengelolaan dana desa

Menurut Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono dkk. Menjelaskan bahwa
pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Tujuan utama dari pengelolaan dana desa adalah agar
penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Pengelolaan dana desa

bukan hanya proses administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola
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pemerintahan desa yang menuntut transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas
publik dalam setiap tahapnya33.

Abdul Gafur Rinaldi dkk. dalam buku Sistem Akuntansi dan
Pengelolaan Keuangan di Sektor Publik menjelaskan bahwa pengelolaan dana
publik, termasuk dana desa, adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan
publik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan
masyarakat. Dalam konteks desa, hal ini bermakna mengoptimalkan dana desa
agar mendukung peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan
pembangunan berkelanjutan34.

Pengelolaan dana desa juga berkaitan erat dengan kemampuan aparatur
desa dalam mengelola dan memanfaatkan dana secara produktif. Oleh karena
itu, diperlukan sistem perencanaan yang matang, pengawasan yang baik, serta
pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Sarwenda Biduri, Ruci Arizanda Rahayu, dan Sigit
Hermawan dalam menegaskan bahwa pengelolaan dana publik, termasuk dana
desa, harus berlandaskan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip
tersebut menjadi dasar agar dana publik benar-benar digunakan untuk

kepentingan masyarakat dan pembangunan desa®.

% Dkk Wicaksono, A. P. N., Akuntansi Sektor Desa: Sejarah Dan Tata Kelola Keuangan
Pemerintahan Desa. (Yogyakarta: Minhaj Pustaka., 2024).

% dkk. Rinaldi, A. G., Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Sektor Publik. (UIl
Press., 2024).

% S. Biduri, S., Rahayu, R. A., & Hermawan, Akuntansi Keuangan Publik. (UMSIDA Press,
2022).
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b. Tujuan Pengelolaan Dana Desa
Menurut Sihabudin dkk , tujuan utama pengelolaan dana desa adalah

sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan
ekonomi lokal. Dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan produktif
seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana ekonomi, serta
program pemberdayaan yang mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan.

2) Mengembangkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan dana desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap
tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dengan
demikian, masyarakat menjadi subjek pembangunan yang berperan aktif
menggali potensi sumber daya alam dan sosial di lingkungannya.

3) Memperkuat kemandirian desa dalam mengelola sumber daya keuangan
secara berkelanjutan. Desa diharapkan tidak hanya bergantung pada
transfer dari pemerintah pusat, tetapi mampu mengembangkan
pendapatan asli desa (PADes) melalui pengelolaan aset desa, inovasi
ekonomi, dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

4) Menumbuhkan akuntabilitas pemerintah desa terhadap publik melalui
pengelolaan dana yang terbuka. Pemerintah desa wajib mengelola dana
secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, mencegah
penyalahgunaan dana, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa

yang baik (good village governance)36.

% dkk. Sihabudin, Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Widina
Bhakti Persada., 2022).
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C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Abdul Gafur Rinaldi dkk., pengelolaan keuangan publik,
termasuk dana desa, harus didasarkan pada lima prinsip utama yang menjadi
pedoman dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik (good village

governance). Prinsip-prinsip tersebut meliputi37:

1) Transparansi

Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada
masyarakat terkait seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Transparansi diwujudkan
melalui penyediaan akses informasi yang mudah, seperti papan informasi
kegiatan, laporan keuangan publik, dan forum musyawarah desa. Dengan
transparansi, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan bahwa dana

desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

2) Akuntabilitas

Setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan
secara administratif, keuangan, maupun moral kepada masyarakat dan
pemerintah yang lebih tinggi. Akuntabilitas menuntut adanya sistem
pelaporan yang jelas, audit yang rutin, serta komitmen aparatur desa untuk
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan etika publik. Hal ini
penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

% Dkk. Rinaldi, A. G., Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Sektor Publik. (UIl
Press., 2024).
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3) Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan dana desa harus dilakukan secara efisien, artinya
menggunakan sumber daya sehemat mungkin tanpa mengurangi kualitas
hasil. Sementara efektivitas menekankan bahwa dana yang dikeluarkan harus
memberikan hasil nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip
ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan desa benar-benar
memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak terjadi

pemborosan anggaran.

4) Partisipatif

Prinsip partisipatif menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam
setiap tahap pengelolaan dana desa. Masyarakat berperan dalam perencanaan
program, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan hasilnya. Dengan
melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah desa dapat memastikan
bahwa setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
warga. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memperkuat rasa tanggung

jawab dan gotong royong dalam membangun desa.

5) Keadilan dan Keberlanjutan

Pengelolaan dana desa harus memperhatikan asas keadilan dengan
memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di seluruh
wilayah desa tanpa diskriminasi. Selain itu, keberlanjutan menjadi prinsip
penting agar manfaat dari dana desa tidak hanya dirasakan dalam jangka
pendek, tetapi juga mampu mendukung pembangunan desa yang

berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
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Kelima prinsip ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam
menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik, bersih, dan berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut,
diharapkan pemerintah desa dapat membangun kepercayaan publik serta

meningkatkan efektivitas pembangunan di tingkat desa.

d. Tahapan Pengelolaan Dana Desa
Menurut Sujarweni Pengelolaan dana desa terdiri atas lima tahapan
utama yang saling berkaitan dan membentuk siklus keuangan desa yang

transparan, akuntabel, serta partisipatif3 8.

1) Perencanaan

a) Dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes) untuk menetapkan
prioritas pembangunan tahunan.

b) Hasil musyawarah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) dan kemudian disusun menjadi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes).

C) Proses perencanaan harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dan
transparan, agar program yang direncanakan benar-benar sesuai
dengan kebutuhan, aspirasi, dan potensi masyarakat desa.

d) Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan

kegiatan selama satu tahun anggaran.

2) Pelaksanaan
a) Tahapan pelaksanaan mencakup penggunaan dana desa untuk

membiayai berbagai kegiatan prioritas, seperti:

% V. Wiratna. Sujarweni, Akuntansi Desa: Praktik Dan Implementasi Keuangan
Pemerintahan Desa (Pustaka Baru Press., 2023).
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(1) pembangunan infrastruktur dasar (jalan desa, jembatan, irigasi),
(2) pemberdayaan masyarakat desa,
(3) peningkatan pelayanan sosial, kesechatan, dan pendidikan,
(4) serta penguatan ekonomi lokal melalui BUMDes.

b) Dalam pelaksanaan, pemerintah desa wajib mematuhi prinsip efisiensi,
efektivitas, dan tertib administrasi.

) Setiap kegiatan yang menggunakan dana desa harus disertai dokumen
pendukung yang sah, seperti Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan

bukti transaksi.

3) Penatausahaan

a) Dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat seluruh transaksi
keuangan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu
lainnya.

b) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa harus memiliki bukti
transaksi yang lengkap dan valid.

) Penatausahaan yang baik berfungsi untuk:
(1) menjaga keakuratan data keuangan,
(2) mencegah terjadinya penyimpangan,
(3) serta mempermudah proses pemeriksaan (audit) dan penyusunan

laporan.

4) Pelaporan
a) Pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi penggunaan dana
desa yang menggambarkan capaian kegiatan dan kondisi keuangan
aktual.
b) Laporan ini disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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) Selain itu, laporan keuangan juga harus dipublikasikan secara terbuka
kepada masyarakat desa sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas

publik.

5) Pertanggungjawaban

a) Setelah seluruh kegiatan selesai, pemerintah desa menyusun laporan
pertanggungjawaban akhir yang berisi:
(1) rincian realisasi keuangan,
(2) hasil capaian fisik kegiatan,
(3) serta kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan.

b) Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan pengawasan oleh pihak
kecamatan maupun inspektorat daerah.

c) Dengan pertanggungjawaban yang transparan dan tepat waktu,
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat terus

meningkat.

5. Akuntansi syariah

Akuntansi syariah memiliki struktur yang dimulai dari tujuan akuntansi itu
sendiri, yaitu sebagai bentuk realisasi kecintaan kepada Allah SWT. Dengan
demikian, seluruh proses akuntansi mulai dari pencatatan hingga pelaporan harus
berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Akuntansi syariah bukan
hanya sekadar kegiatan teknis, tetapi juga merupakan wujud pertanggungjawaban
mental dan spiritual seorang akuntan kepada Allah SWT.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia mulai terlihat sejak
berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai lembaga
keuangan syariah pertama. Seiring dengan itu, lahirlah Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan Syariah (PSAKS) yang disusun dan diterbitkan oleh IAI,

dengan versi terakhir diterbitkan pada tahun 2016. Perkembangan ini
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menunjukkan bahwa akuntansi syariah mengalami kemajuan yang pesat dalam
menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis berbasis syariah.

Pertumbuhan akuntansi syariah di Indonesia merupakan respons terhadap
meningkatnya lembaga keuangan syariah serta kebutuhan akan sistem pelaporan
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akuntansi syariah tidak hanya
ditujukan bagi umat Muslim, melainkan juga relevan secara universal karena
prinsip dasarnya bersumber dari Al-Qur’an yang bersifat rahmatan lil ‘alamin®.

Secara umum, akuntansi syariah dapat dipahami sebagai proses pencatatan,
pengakuan, penilaian, dan pengungkapan transaksi keuangan yang berpedoman
pada aturan Islam. Akuntansi ini disebut sebagai ilmu sosial profetik, sebab
seluruh ketentuan dan prinsipnya bersumber dari perintah Allah SWT yang
tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadis, sehingga arah praktiknya selaras dengan
nilai-nilai syariah.

Pencatatan transaksi dalam akuntansi syariah harus dilandasi oleh

semangat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282.

T
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang
pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat
menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan
kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu
mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan
janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang
yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan
sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah
kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi)
dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di
antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga
jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan
mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar.
Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan
kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika
hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.
Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah
saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau
dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian),
sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah,
Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu”.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya pencatatan sebagai bentuk
ketakwaan kepada Allah dan sarana untuk memberikan informasi yang jujur

kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

%0 ‘K ementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya’.
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Akuntansi Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk
ekonomi, bisnis, pelaporan keuangan, serta pertanggungjawaban hukum — baik
yang bersifat sipil maupun ibadah. Dengan demikian, akuntansi syariah memiliki
cakupan yang lebih luas dibandingkan akuntansi konvensional.

Secara etimologis, kata akuntansi berarti proses identifikasi, pencatatan,
pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan untuk menghasilkan
laporan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sementara syariah berarti
aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia. Oleh karena
itu, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang
dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip Islam.

Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah juga lebih komprehensif
dibandingkan akuntansi konvensional. Selain data keuangan, laporan akuntansi
syariah juga memuat informasi terkait kesesuaian aktivitas perusahaan dengan
prinsip Islam serta tanggung jawab sosial, seperti kewajiban membayar zakat dan
penerapan nilai keadilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah
tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keseimbangan
antara aspek material dan spiritual sesuai dengan ajaran Islam™.

Prinsip akuntansi syariah pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai
pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Secara umum, prinsip ini berfungsi
untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan transaksi keuangan telah sesuai
dengan ketentuan syariah Islam. Akuntansi syariah dibangun di atas nilai-nilai

yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, serta hukum Islam.

“! Hani Werdi Apriyanti, Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah (Deepublish,
2018).
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Adapun prinsip-prinsip utama dalam akuntansi syariah meliputi42:

a. Prinsip Transparansi

Prinsip ini menekankan keterbukaan dan kejujuran dalam penyajian
informasi keuangan. Laporan keuangan harus disusun secara jelas, lengkap,
serta bebas dari kesalahan atau bias. Semua kebijakan, metode, dan prosedur
akuntansi harus dijelaskan secara terbuka agar dapat dipahami dengan mudah
oleh para pengguna laporan. Prinsip ini berakar pada nilai as-sidig (kejujuran)

sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur’an, Surah Al-Ahzab ayat 70.

b. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini menegaskan pentingnya tanggung jawab manusia sebagai
khalifah atas setiap tindakan dan pengelolaan sumber daya yang telah
diamanahkan. Pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah mencakup
tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada masyarakat, serta terhadap
lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui sistem pengawasan internal yang kuat,
pelaporan yang akurat, serta proses verifikasi dan validasi yang dapat

dipercaya.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam akuntansi syariah berarti menempatkan sesuatu sesuai
dengan hak dan porsinya. Prinsip ini menuntut adanya pengakuan serta
pengukuran transaksi secara objektif dan pembagian keuntungan secara adil

kepada semua pihak terkait. Selain itu, akuntansi syariah juga harus

“2 H.ihsan Rambe and Kusmilawati, Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)
(Umsu press, 2022).
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menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir, serta

memperhatikan mekanisme redistribusi seperti zakat.

d. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan menekankan perlunya memperhatikan aspek
sosial, etika, dan lingkungan di samping faktor keuangan. Dalam konteks ini,
akuntansi syariah berupaya menyeimbangkan kepentingan individu dan
masyarakat, serta mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai sosial.
Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan kinerja baik dari sisi

finansial maupun non-finansial.
Secara keseluruhan, keempat prinsip ini saling terkait dan membentuk satu
kesatuan sistem akuntansi yang utuh. Implementasinya tidak hanya berfokus pada
pencatatan transaksi ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai

moral, etika, dan sosial sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah).

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa pengelolaan keuangan desa
yang baik tidak hanya bergantung pada sistem administrasi dan regulasi, tetapi juga
sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang hidup dan diyakini oleh
masyarakat setempat.Dalam konteks masyarakat Bugis di Desa Tapporang, nilai
Malebbi menjadi pedoman moral dan etika dalam bersikap, bertindak, serta
mengambil keputusan, termasuk dalam hal pengelolaan Dana Desa.

Nilai Malebbi mencakup sikap sopan santun, kejujuran (lemppu’), rasa malu
(siri’), tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain. Nilai-nilai ini
berperan penting dalam membentuk perilaku aparatur desa agar bekerja dengan

penuh integritas dan menjunjung tinggi akuntabilitas publik.
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Dengan demikian, nilai Malebbi diharapkan dapat mendorong terciptanya
pengelolaan Dana Desa yang transparan, jujur, serta sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, nilai Malebbi diposisikan sebagai faktor
budaya (independen) yang memengaruhi akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa

(dependen) dalam tata kelola keuangan publik di tingkat desa.

1. Nilai Malebbi

Nilai Malebbi merupakan salah satu konsep moral dan etika luhur dalam
budaya Bugis yang mencerminkan sikap kejujuran, kesopanan, tanggung jawab
moral, serta rasa malu (siri”") terhadap pelanggaran etika maupun hukum. Nilai ini
menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan berinteraksi sosial, serta berperan
penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas dan kepatuhan, khususnya

dalam konteks pengelolaan Dana Desa®.

a. kejujuran (lempu’)

unsur kejujuran (lempu’) dalam nilai Malebbi mengajarkan bahwa
seseorang harus bersikap lurus, jujur, dan tidak menyimpang dari kebenaran.
Lempu’ secara harfiah berarti “lurus”, lawan dari “bengkok”, yang
menggambarkan kejujuran dalam wucapan maupun tindakan. Nilai ini
mendorong aparatur desa untuk bersikap transparan dan tidak menyeleweng

dalam mengelola keuangan publik.

b. rasa malu atau harga diri (siri’)
rasa malu atau harga diri (siri’) menjadi kontrol moral yang kuat bagi

masyarakat Bugis. Siri’ bukan sekadar rasa malu biasa, melainkan simbol

“ Prof. Dr. H. A. Rahman Rahim, Nilai Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Hasanuddin
University Press, 2020).
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kehormatan dan martabat yang harus dijaga. Seseorang yang kehilangan siri’
dianggap kehilangan nilai kemanusiaannya. Dalam konteks pengelolaan Dana
Desa, siri’ menjadi dorongan internal agar aparat tidak melakukan pelanggaran

seperti korupsi, manipulasi, atau ketidakpatuhan terhadap aturan.

c. Tanggung jawab moral

tanggung jawab moral dalam nilai Malebbi mencerminkan kesadaran
untuk melaksanakan tugas dengan amanah, adil, dan berorientasi pada
kemaslahatan masyarakat. Nilai ini mendorong aparat desa agar bertanggung
jawab terhadap pengelolaan keuangan publik, bukan hanya karena aturan

formal, tetapi juga karena kesadaran etis dan spiritual.

d. Kesopanan dan rasa hormat

kesopanan dan rasa hormat menggambarkan perilaku santun,
menghormati sesama, serta menaati norma sosial dan adat. Dalam budaya
Bugis, seseorang yang berperilaku sopan dianggap memiliki “malebbi’na to”,
yakni pribadi yang beradab dan terhormat. Kesopanan ini tidak hanya tampak
dalam tutur kata, tetapi juga dalam tata laku, etika bermusyawarah, dan

penghormatan terhadap struktur sosial desa.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu prinsip utama
dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Akuntabilitas
menunjukkan sejauh mana aparatur desa mampu melaksanakan tugasnya dengan
jujur, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta pihak yang

berwenang. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban publik yang tidak
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hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan etis dalam penggunaan
keuangan negara. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi indikator penting
keberhasilan pemerintahan desa dalam mengelola dana secara efisien dan

berintegritas44.

Akuntabilitas dalam penelitian ini dilihat melalui tiga dimensi utama®.

a. akuntabilitas transparansi, yaitu keterbukaan informasi ~mengenai
perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran kepada masyarakat.
Transparansi ditunjukkan melalui penyajian data keuangan secara jelas,
pemasangan papan informasi desa, pelaksanaan musyawarah desa, hingga
publikasi laporan kegiatan. Ketika informasi mudah diakses, masyarakat
dapat ikut mengawasi dan menilai apakah penggunaan dana sudah sesuai
dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.

b. akuntabilitas administratif, yang menyangkut ketepatan prosedur dan
kelengkapan dokumen dalam mengelola Dana Desa. Akuntabilitas
administratif menilai sejauh mana aparatur desa mengikuti tahapan
pengelolaan sesuai ketentuan, seperti penyusunan RKPDes, APBDes,
pencairan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan pertanggungjawaban.
Ketertiban administrasi mencerminkan profesionalisme aparatur dan
mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan
maupun pelaporan keuangan desa.

c. akuntabilitas moral, yaitu kesadaran aparatur desa bahwa pengelolaan Dana
Desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
Akuntabilitas moral lebih menekankan pada nilai-nilai etis seperti kejujuran,
tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Pada
level ini, nilai Malebbi, seperti lempu’ (kejujuran) dan siri’ (rasa malu

sebagai kontrol moral), berperan besar dalam mendorong aparatur untuk

* M.Si Muhamad Mu’iz Raharjo, S. STP., Pengelolaan Dana Desa (Bumi Aksara, 2021).
*® Sugiyanto, Tata Kelola Pemerintahan Desa (Deepublish., 2020).
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menghindari tindakan yang dapat merugikan desa maupun mencoreng
kehormatan diri dan lembaga.

Dalam kerangka konseptual ini, akuntabilitas tidak berdiri sendiri, tetapi
dipahami melalui perspektif nilai budaya Malebbi yang dianut masyarakat Bugis
di Desa Tapporang. Nilai-nilai budaya tersebut memperkuat integritas aparatur,
sehingga mereka terdorong untuk melaporkan kinerja secara transparan,
menjalankan prosedur dengan benar, dan mempertanggungjawabkan setiap bentuk
penggunaan dana secara jujur. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan
Dana Desa bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga cerminan karakter dan

etika budaya yang dipegang oleh aparatur desa.

3. Kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah

Kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah dalam pengelolaan Dana
Desa menggambarkan sejauh mana aparatur desa melaksanakan tugasnya sesuai
dengan ketentuan pemerintah, prinsip-prinsip syariah Islam, serta norma sosial
yang berlaku di masyarakat. Kepatuhan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu
kepatuhan terhadap regulasi formal, penerapan nilai-nilai syariah dalam tata kelola
keuangan, serta penghormatan terhadap norma sosial dan kearifan lokal. Menurut
Lubis Kepatuhan merupakan fondasi bagi terciptanya tata kelola keuangan yang
berintegritas dan transparan, khususnya dalam konteks lembaga publik yang

mengelola dana masyarakat®.

* M.E. Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy. and M.Ak. Dr. Asmaul Husna, S.Ak., Tata Kelola
Keuangan Syariah: Strategi Dan Praktik Manajemen Yang Efektif (UMSU PRESS, 2025).
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a. Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah

Kepatuhan terhadap regulasi pemerintah menjadi indikator utama dalam
mengukur kedisiplinan administratif aparatur desa. Pelaksanaan pengelolaan
Dana Desa harus berlandaskan pada regulasi yang berlaku, seperti Permendesa
PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Pelaporan keuangan yang sesuai aturan, penggunaan dana sesuai peruntukan,
serta dokumentasi yang tertib menunjukkan bentuk kepatuhan administratif.
Hidayah menjelaskan bahwa penerapan tata kelola publik yang baik menuntut
adanya akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum agar dana publik tidak

disalahgunakan.

b. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah mencerminkan pelaksanaan nilai-
nilai Islam dalam tata kelola keuangan desa. Prinsip-prinsip seperti sidg
(kejujuran), amanah (tanggung jawab), fabligh (transparansi), serta larangan
terhadap riba, gharar, dan risywah menjadi dasar moral bagi aparatur desa.
Literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan produk keuangan,
tetapi juga mencakup etika dan akhlak dalam pengelolaan dana publik.
Penerapan prinsip syariah memperkuat kepercayaan masyarakat dan

memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai nilai keadilan.

c. Kepatuhan terhadap Norma Sosial dan Kearifan Lokal

Selain aturan formal dan prinsip agama, kepatuhan juga mencakup
penghormatan terhadap norma sosial dan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam
konteks masyarakat Bugis, nilai Malebbi, Lempu’, dan Siri’ berperan penting

sebagai pengendali moral aparatur publik. Nilai-nilai tersebut menekankan rasa
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malu, kejujuran, dan sopan santun dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Nilai siri” menjadi pengawas sosial yang efektif dalam menegakkan integritas
dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan
demikian, penerapan nilai lokal memperkuat kepatuhan aparatur desa secara

sosial dan spiritual.

d. Kepatuhan sebagai Wujud Integritas dan Amanah

Kepatuhan bukan hanya bentuk ketaatan terhadap aturan, tetapi juga
manifestasi dari kesadaran moral dan spiritual aparatur desa. Dalam perspektif
Islam, setiap pemimpin atau pengelola dana publik adalah pemegang amanah
yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Nilai amanah
dan integritas menjadi inti dari tata kelola keuangan syariah yang bersih dan
adil. Oleh karena itu, aparatur desa yang berpegang pada nilai amanah akan

menghindari penyalahgunaan dana dan menjaga kepercayaan masyarakat®’.

*" Fatkhur Rohman Albanjari and Nugraheni Fitroh R. Syakarna, Lembaga Keuangan Syariah
(Media Sains Indonesia, 2020).
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D. Kerangka Berpikir

Local Wisdom

Nilai Malebbi:

e kejujuran (lempu’)
e rasa malu atau harga diri (siri’)

e Tanggung jawab moral & Kesopanan

| |

AKUNTABILITAS KEPATUHAN PENGELOLAAN
PENGELOLAAN DANA DESA DANA DESA
e Akuntabilitas transparansi e regulasi pemerintah
e Akuntabiitas administraatif e prinsip syariah
e Akuntabilitas moral e norma sosial dan kearifan lokal
e wujud integritas dan amanah

|

PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan
(field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk
memperoleh data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap
aparatur desa, tokoh masyarakat, serta pihak terkait di Desa Tapporang, Kabupaten
Pinrang. Menurut Sugiyono, penelitian lapangan merupakan metode penelitian
yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data
empiris yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan48. Penelitian ini juga
didukung oleh studi pustaka (/ibrary research) guna memperkuat landasan teoritis
dengan mengkaji buku, jurnal, dan peraturan yang relevan mengenai akuntabilitas,
kepatuhan, serta nilai budaya lokal Bugis, khususnya nilai Malebbi. Pendekatan
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang menurut Lexy J. Moleong
bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan
perspektif partisipan49. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan
sosiologis dan etika akuntansi syariah untuk menganalisis peran nilai Malebbi
dalam membentuk perilaku akuntabel dan kepatuhan aparatur desa dalam

pengelolaan dana desa.

48 Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D’, in Metode Penelitian
Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, 2019.
“ Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif., 2021.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa,
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada
relevansi desa tersebut dalam pengelolaan dana desa serta masih kuatnya nilai
kearifan lokal Bugis, khususnya nilai Malebbi, yang berpengaruh terhadap
perilaku aparatur desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan kepatuhan.
2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama satu bulan

lamanya di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran nilai Malebbi dalam
mendorong akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana desa di Desa Tapporang,
Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menekankan keterkaitan
nilai Malebbi sebagai pedoman moral masyarakat Bugis dengan perilaku aparatur
desa dalam mengelola keuangan secara transparan, jujur, dan sesuai peraturan,

sehingga dapat memperkuat tata kelola keuangan desa yang baik.

D. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber
pertama di lapangan melalui kegiatan penelitian, seperti wawancara, observasi,

dan dokumentasi®. Data primer memiliki keunggulan karena peneliti dapat

*® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Alfabeta, 2019).
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mengontrol kualitas data, menyesuaikan kebutuhan penelitian, serta memperoleh
pemahaman yang kontekstual terhadap realitas yang terjadi. Dalam penelitian ini,
data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung
terhadap aparatur pemerintah desa, bendahara desa, dan tokoh masyarakat di Desa
Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Data tersebut berfokus
pada pandangan dan pengalaman mereka terkait penerapan nilai Malebbi dalam

mendorong akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana desa.

2. Data Sekunder

Data sek®under adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan
dikumpulkan oleh pihak lain, kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk
mendukung analisis penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi
dokumen-dokumen resmi pemerintah desa Tapporang, seperti laporan realisasi
anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan desa, profil desa, peraturan desa,
serta arsip hasil musyawarah desa. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber
lain berupa literatur, jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang berkaitan dengan
akuntabilitas, kepatuhan, dan kearifan lokal Malebbi dalam tata kelola keuangan

publik.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian
kualitatif untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan sesuai dengan fokus

kajian. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis yang

%! John W Creswel, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran (Yogyakarta :
pustaka pelajar, 2024).
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digunakan peneliti untuk memperoleh data dari sumber yang dapat dipercaya melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan

dokumentasi’.

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke
lapangan untuk mengamati secara nyata bagaimana proses pengelolaan dana desa
dilaksanakan di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.
Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran tentang bentuk penerapan
nilai-nilai Malebbi dalam aktivitas aparatur desa, seperti dalam pengambilan
keputusan keuangan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta mekanisme
pertanggungjawaban dana desa. Observasi juga membantu peneliti memahami
konteks sosial dan budaya masyarakat yang memengaruhi perilaku akuntabel dan

kepatuhan aparatur desa®®.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi primer yang
bersifat mendalam dan akurat. Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur
dengan sejumlah informan yang memiliki kompetensi serta keterlibatan langsung
dalam pengelolaan dana desa. Informan tersebut meliputi Kepala Desa, Sekretaris
Desa, Bendahara, Kepala Urusan Pembangunan, serta tokoh masyarakat atau tetua
adat yang memahami nilai-nilai budaya Malebbi. Melalui wawancara ini, peneliti

menelusuri sejauh mana nilai-nilai Malebbi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan

%2 Lilis Madyawati, Pengumpulan Data Dan Teknik Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif
(UNIMMA PRESS, 2023).
%% Sri Lestari; Gita Aulia Nurani, Metode Observasi Dalam Psikologi (mup, 2022).
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kesopanan terinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Untuk
menjaga keakuratan data, peneliti menggunakan alat perekam suara (voice
recorder) sebagai dokumentasi pembicaraan yang kemudian ditranskripsi dan

dianalisis secara tematik.

3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga mengumpulkan data
sekunder melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen
resmi dan literatur yang relevan. Dokumen tersebut antara lain laporan realisasi
anggaran, laporan pertanggungjawaban dana desa, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
serta notulen musyawarah desa. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan buku profil
desa, peraturan pemerintah, dan jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan
dengan akuntabilitas, kepatuhan, serta kearifan lokal Malebbi. Data dari
dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara,
sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh tentang praktik tata kelola dana

desa di Desa Tapporang™.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif
untuk memastikan tingkat kepercayaan (trustworthiness) terhadap data yang
diperoleh. Dalam penelitian yang berjudul “Peran Nilai Malebbi dalam Mendorong
Akuntabilitas dan Kepatuhan dalam Pengelolaan Dana Desa Tapporang Kabupaten
Pinrang”, teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan

> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.



59

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan
terhadap data tersebut™.

Triangulasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek
kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain®®;

1. membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti kepala
desa, perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat dana desa,
menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan

2. membandingkan hasil observasi dengan data hasil wawancara untuk melihat
kesesuaian antara ucapan dan tindakan;

3. membandingkan pernyataan informan di ruang publik dengan sikap atau
pernyataan pribadi mereka guna menguji konsistensi dan kejujuran data yang

diberikan.

Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi teori, yaitu dengan meninjau
dan menafsirkan data menggunakan berbagai teori yang relevan seperti teori perilaku
dan konsep akuntabilitas publik berbasis nilai lokal Malebbi. Langkah ini bertujuan
untuk memperkuat validitas hasil analisis dan memastikan bahwa interpretasi data
tidak bersifat subjektif.

Dengan demikian, teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini
berfungsi untuk menilai sejauh mana data yang diperoleh dapat dipercaya dan
menggambarkan realitas sebenarnya di lapangan. Melalui proses triangulasi sumber,

metode, dan teori, peneliti memastikan bahwa hasil penelitian mengenai penerapan

% Lutfiah Muh Fitrah, Metode Penelitian ,Penelitian Kualitatif ,Tindakan Kelas,Studi Kasus
(CV lJejak, 2020).

% Ariesta Kartika, Triangulasi: Pendekatan Multimetode Dalam Penelitian (Literasi
Nusantara Abadi, 2020).
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nilai Malebbi dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana desa

memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang tinggi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setiap kali peneliti memperoleh data di lapangan.
Melalui  teknik analisis, informasi yang dikumpulkan dapat dikelola,
diinterpretasikan, dan disimpulkan secara sistematis untuk memberikan gambaran
yang jelas mengenai temuan penelitian. Secara umum, analisis data merupakan proses
menyeleksi, mengorganisasi, dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori,
serta satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema atau hubungan yang relevan.
Dalam praktiknya, analisis data mencakup kegiatan pengorganisasian, pengurutan,
pengelompokan, pengkodean, serta klasifikasi terhadap catatan lapangan, hasil
wawancara, dokumen, maupun foto agar mudah diinterpretasikan57.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga metode analisis
data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman . Model ini
terdiri dari empat komponen utama, yaitu58: pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang berlangsung secara

interaktif dan terus-menerus hingga data dianggap jenuh.

1. Pengumpulan Data
Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh
melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi di

lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk

> Agus salam, Metode Penelitian Kualitatif (Azka Pustaka, 2023).
% & Mulyarto. Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., Analisis Data Kualitatif> Buku
Sumber Tentang Metode Metode Baru. (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)., 1992).
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mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai penerapan nilai Malebbi dalam
konteks pengelolaan Dana Desa.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa informan kunci,

antara lain:

a. Kepala Desa Tapporang,

b. Badan Permusyawaratan desa (BPD)

. Sekretaris desa

d. Kaur keuangan

e. Kepala seksi (Kasi) kesejahteraan

f. Kepala dusun

g. Tokoh masyarakat serta penerima manfaat Dana Desa.

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam
mengenai bagaimana nilai-nilai Malebbi, seperti kejujuran (lemppu’), kesopanan,
dan rasa malu (siri’), diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat serta
bagaimana nilai-nilai tersebut mendorong akuntabilitas dan kepatuhan aparatur

desa dalam mengelola Dana Desa di Tapporang, Kabupaten Pinrang.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan,
pengelompokan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Tahap ini dilakukan sejak
awal penelitian hingga tahap akhir analisis dengan tujuan agar data yang

dikumpulkan tetap terfokus pada pokok permasalahan yang diteliti*®.

* Etta mamang sangaji, Pendekatan Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian
(Penerbit Andi, 2024).
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Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara:

a. Menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran nilai
Malebbi dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa.

b. Mengelompokkan hasil wawancara dan observasi berdasarkan tema-tema
tertentu, seperti penerapan nilai budaya dalam pengelolaan keuangan, bentuk
akuntabilitas publik di tingkat desa, dan upaya aparatur desa dalam menjaga
kepatuhan terhadap aturan serta prinsip moral lokal.

€. Menghapus informasi yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian

agar analisis lebih terarah dan mendalam.

Reduksi data juga dilakukan dengan menelaah kembali dokumen
pendukung, seperti laporan keuangan desa, arsip administrasi, dan bukti realisasi
Dana Desa, untuk melihat sejauh mana penerapan nilai Malebbi tercermin dalam
praktik pengelolaan keuangan desa. Melalui proses ini, data yang awalnya masih
bersifat kompleks dan beragam dapat disederhanakan menjadi informasi yang

bermakna dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah reduksi, yaitu proses
mengorganisasikan dan menyusun data yang telah diseleksi agar mudah dibaca,
dipahami, serta dianalisis lebih lanjut. Data yang telah direduksi kemudian disusun
dalam bentuk uraian naratif, tabel tematik, matriks, maupun bagan, dengan tujuan
agar peneliti dapat melihat pola hubungan antar-tema serta menarik kesimpulan

yang bermakna®.

® Etta mamang sangaji, Pendekatan Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian.
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Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam kategori yang berkaitan dengan

fokus penelitian, antara lain:
a. Penerapan nilai Malebbi dalam kehidupan sosial dan tata kelola
pemerintahan desa,
b. Pengaruh nilai Malebbi terhadap sikap akuntabilitas aparatur desa, dan
C. Peran nilai Malebbi dalam menumbuhkan kepatuhan terhadap aturan dan

prinsip pengelolaan Dana Desa.

Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan
temuan lapangan secara mendalam, seperti bagaimana kepala desa dan perangkat
desa memahami makna Malebbi sebagai pedoman moral, bagaimana nilai tersebut
diinternalisasikan dalam perilaku kerja, serta bagaimana masyarakat menilai
kejujuran dan tanggung jawab aparatur desa dalam penggunaan Dana Desa.

Melalui penyajian data yang sistematis ini, peneliti dapat melihat
keterkaitan antara nilai budaya Malebbi dengan praktik akuntabilitas dan
kepatuhan aparatur desa dalam konteks pengelolaan keuangan publik di Desa

Tapporang, Kabupaten Pinrangm.

4. Penarikan dan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses akhir dalam
analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap
makna data yang telah disajikan, dengan tujuan menemukan pola hubungan, tema

utama, serta makna mendalam dari hasil penelitian.

®! Etta mamang sangaji, Pendekatan Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian.
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Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil
pengamatan dan wawancara mendalam terkait peran nilai Malebbi dalam
mendorong akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa dalam mengelola Dana
Desa. Kesimpulan awal bersifat sementara dan terus diuji keabsahannya selama
proses penelitian berlangsung, hingga akhirnya diperoleh pemahaman yang kuat
dan konsisten dengan fakta di lapanganez.

Proses verifikasi dilakukan melalui triangulasi data, yaitu dengan
membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk
memastikan keakuratan serta konsistensi informasi. Selain itu, peneliti juga
memeriksa kembali interpretasi data dengan teori yang relevan, seperti teori
perilaku dan teori akuntabilitas publik, untuk memperkuat validitas hasil temuan.

Melalui tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi ini, peneliti berupaya
memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar menggambarkan realitas sosial di
Desa Tapporang. Kesimpulan akhir diharapkan mampu menunjukkan bagaimana
nilai Malebbi sebagai kearifan lokal masyarakat Bugis berperan penting dalam
menumbuhkan akuntabilitas, kepatuhan, dan integritas aparatur desa dalam

pengelolaan Dana Desa secara transparan dan bertanggung jawab.

%2 Johnny Saldafia., Panduan Pengodean Untuk Peneliti Kualitatif Analisis Data, 2021.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur
desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, dan masyarakat penerima
manfaat di Desa Tapporang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan
berdasarkan rumusan masalah penelitian. Penyajian hasil penelitian difokuskan pada
tema, pola, dan kecenderungan yang muncul dari data lapangan, serta diperkuat

dengan kutipan langsung dari informan.

1. Peran Nilai Malebbi dalam Mendorong Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa, nilai Malebbi
dipahami sebagai sikap beradab, jujur, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi
etika dalam menjalankan amanah pengelolaan Dana Desa. Nilai tersebut tidak
hanya dipahami sebagai konsep budaya, tetapi juga tercermin secara nyata dalam
praktik pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
hingga pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
di Desa Tapporang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan yang melibatkan masyarakat serta didukung oleh nilai budaya Malebbi
yang meliputi lempu’ (kejujuran), siri’ (rasa malu), sopan santun, dan tanggung

jawab (amanah).
Pada tahap perencanaan, Sekretaris Desa Ahmad fadli tahir menyatakan:

“Semua kegiatan di desa itu diawali dari musyawarah desa, jadi tidak ada
kegiatan yang muncul begitu saja, semua sudah direncanakan dan

65
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disepakati bersama dengan masyarakat melalui forum musyawarah
desa.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan
secara terbuka dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa
mencerminkan adanya tanggung jawab aparatur desa dalam menyusun program
yang sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tanggung
jawab (amanah) menjadi dasar dalam tahap perencanaan, karena setiap kegiatan
yang disepakati harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pada tahap pelaporan, Sekretaris Desa juga menjelaskan:

“Semua pelaporan keuangan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes,
selain itu kami juga memasang papan transparansi yang bisa dilihat
langsuné oleh masyarakat agar mereka mengetahui penggunaan Dana
Desa.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dilaksanakan secara
sistematis dan terbuka. Penggunaan aplikasi Siskeudes memperkuat akuntabilitas
administratif, sedangkan papan transparansi menunjukkan keterbukaan informasi
kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai lempu’ (kejujuran), karena
aparatur desa berusaha menyampaikan informasi keuangan secara apa adanya.

Hal tersebut diperkuat oleh Kaur Keuangan,Ali akbar yang menyatakan:

“Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui
musyawarah desa, pemasangan papan informasi desa, penyampaian
laporan pertanggungjawaban, serta melalui media seperti website desa
agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah.”

8 Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

% Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

% Ali Akbar “Kaur Keuangan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).
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Pernyataan ini menunjukkan bahwa transparansi dilakukan melalui
berbagai media. Selain itu, keterbukaan informasi tersebut juga didukung oleh
sikap sopan santun aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Sebagaimana disampaikan:

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami selalu menjaga
sikap dengan menerapkan salam, sapa, dan senyum agar masyarakat

b

merasa nyaman dan mudah dalam memperoleh informasi.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai sopan santun menjadi bagian penting
dalam pelayanan publik. Dengan pelayanan yang baik, masyarakat lebih mudah
memahami informasi, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah desa meningkat.

Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan. Sekretaris

Desa,Ahmad fadli Tahir menyatakan:

“Masyarakat diberikan ruang untuk mengawasi jalannya kegiatan desa,
bahkan masyarakat tidak hanya sebagai 0b6j76k tetapi juga sebagai subjek
dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.”

Hal ini menunjukkan adanya akuntabilitas sosial, di mana masyarakat
memiliki peran dalam mengontrol pengelolaan Dana Desa.
Temuan ini juga didukung oleh ABD Muh Thalib selaku ketua BPD yang

menyatakan:

“Kami sebagai BPD ikut mengawasi setiap kegiatan desa, mulai dari
perencanaan sampai pelaksanaan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam
penggunaan Dana Desa.”

% Ali Akbar “Kaur Keuangan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

% Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp

% Abd.Muh Thalib “BPD Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 18 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara
formal oleh BPD, sehingga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana
Desa.

Selain itu, Kepala Dusun II,Irwan juga menyampaikan:

“Dalam setiap kegiatan, kami selalu berusaha mengikuti apa yang sudah
direncanakan dan disepakati, karena itu sudah menjadi tanggung jawab
kami sebagai aparat desa.”

Hal ini menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab (amanah) tidak hanya
ada pada tingkat desa, tetapi juga sampai pada tingkat dusun.

Dari sisi masyarakat,Fatimah menyampaikan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat bisa melihat langsung penggunaan Dana Desa
dari papan informasi yang dipasang, sehingga kami tahu kegiatan apa saja
yang dilakukan.”"

Pernyataan ini menunjukkan bahwa transparansi benar-benar dirasakan
oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Selain itu, Munawarah selaku Masyarakat juga menyatakan:

“Aparat desa sudah bekerja dengan baik dan bertanggung jawab,
yslzalaupun kadang masih ada keterlambatan dalam penyampaian laporan.”

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum akuntabilitas telah berjalan,
meskipun masih terdapat kendala teknis.

Dari sisi nilai Malebbi, Sekretaris Desa menyatakan:

“Kejujuran itu hampir setiap saat diuji dalam pengelolaan Dana Desa,
sehingga  kami  harus  benar-benar  transparan _dan  bisa
mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan.” 2

% Irwan “Kepala Dusun II Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

"0 Fatimah “Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 19 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

™ Munawarah “Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 19 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).
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Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai /empu’ (kejujuran) menjadi dasar
dalam pelaksanaan akuntabilitas.

Selain itu, nilai siri’ juga berperan penting:

“Siri’ itu menjadi pengingat bagi kami supaya bekerja dengan baik dan
menjaga nama baik desa, sehingga kami berusaha untuk tidak melakukan
kesalahan.” ™

Hal ini menunjukkan bahwa nilai siri’ berfungsi sebagai pengendali moral
yang mendorong aparatur desa untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, rumusan masalah pertama terjawab, bahwa nilai
Malebbi yang meliputi lempu’ (kejujuran), siri’ (rasa malu), sopan santun, dan
tanggung jawab (amanah) berperan dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan
Dana Desa di Desa Tapporang.

Nilai /empu’ mendorong akuntabilitas karena aparatur desa menyajikan
laporan keuangan secara jujur dan transparan. Nilai siri’ mendorong akuntabilitas
karena adanya rasa malu apabila tidak menjalankan tugas dengan baik, sehingga
aparatur desa berusaha menjaga kualitas kinerja. Nilai sopan santun mendorong
akuntabilitas melalui pelayanan yang terbuka dan komunikatif sehingga
masyarakat mudah mengakses informasi. Sedangkan tanggung jawab (amanah)
mendorong akuntabilitas karena aparatur desa menyadari bahwa Dana Desa
merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya terbentuk dari sistem dan

aturan, tetapi juga didorong oleh nilai budaya Malebbi sebagai landasan moral

2 Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp

" Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp
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2. Peran Nilai Malebbi dalam Mendorong Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pengelolaan Dana Desa di
Desa Tapporang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kepatuhan terhadap
regulasi pemerintah, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap
norma sosial dan kearifan lokal, serta sebagai wujud integritas dan amanah.
Keempat aspek tersebut tidak terlepas dari pengaruh nilai Malebbi yang meliputi

lempu’ (kejujuran), siri’ (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah).

a. Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa,Ahmad fadli tahir

meyatakan bahwa:

“Seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, sampai pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparatur desa telah
menjalankan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan regulasi. Kepatuhan ini
terlihat dari kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan aturan yang

berlaku. Selain itu ia juga menyatakan bahwa:

“Penyusunan RKPDes dan APBDes dilakukan melalui musyawarah desa
dan harus mengacu pada RPJMDes agar tidak keluar dari rencana yang
telah ditetapkan sebelumnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan sudah diterapkan sejak tahap
perencanaan. Aparatur desa tidak hanya mengikuti aturan dalam pelaporan,

tetapi juga dalam penyusunan program kerja.

™ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp

™ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp
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Namun dalam pelaksanaan terdapat kendala:

“Kadang dalam pelaporan terdapat keterlambatan karena banyaknya
kegiatan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.”

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan telah dilaksanakan,
masih terdapat hambatan teknis dalam implementasinya.
Nilai tanggung jawab (amanah) terlihat dalam upaya aparatur desa

untuk tetap menjalankan aturan meskipun menghadapi kendala.

b. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
Dalam pengelolaan Dana Desa, prinsip syariah juga menjadi dasar
dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan wawancara kepala kasi

kesejahteraan Muhammad syakir:

“Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara jujur, amanah, dan transparan
agar tidak7¥nenimbulkan masalah dan tetap sesuai dengan nilai-nilai yang
berlaku.”

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah seperti kejujuran (lempu’)
dan amanah menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain itu,kepala dusun I menyatakan:

“Kejujuran itu hampir setiap saat diuji dalam pengelolaan Dana Desa,
sehingga  kami  harus  benar-benar  transparan _dan  bisa
mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan.” e

Pernyataan ini menegaskan bahwa nilai /empu’ menjadi dasar dalam
menjalankan prinsip syariah, di mana setiap kegiatan harus dilakukan secara

jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

’® Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp

" Muhammad Syakir “Kasi kesejahteraaan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17
Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

® Abdul Hamzah “Kepala Dusun I Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 18
Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).



72

¢. Kepatuhan terhadap Norma Sosial dan Kearifan Lokal
Kepatuhan juga tercermin dalam penerapan norma sosial dan nilai
budaya lokal, khususnya nilai Malebbi.

Berdasarkan wawancara:

“Nilai siri’ itu sangat berpengaruh dalam pekerjaan kami, karena
membuat kami merasa malu ;1ka melakukan pelanggaran atau tidak
menjalankan tugas dengan baik. %

Hal ini menunjukkan bahwa nilai siri’ berfungsi sebagai pengendali
sosial yang mendorong aparatur desa untuk tetap patuh terhadap aturan.

Pernyataan ini diperkuat oleh masyarakat:

“Kalau ada pelanggaran, pasti akan menjadi pembicaraan mas%/arakat,
sehingga aparat desa berusaha untuk tidak melakukan kesalahan.” 0

Selain itu, dari BPD:

“Kalau seseorang berbuat salah, dia akan berpikir dua kali karena ada rasa
malu.”

Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dan budaya lokal memiliki

peran penting dalam mendorong kepatuhan aparatur desa.

d. Kepatuhan sebagai Wujud Integritas dan Amanah
Kepatuhan aparatur desa juga mencerminkan integritas dan amanah
dalam menjalankan tugas

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun IL Irwan:
“Kami sebagai aparat di tingkat dusun berusaha menjalankan tugas sesuai
dengan aturan yang sudah ditetapkan karena itu merupakan tanggung
jawab kami.” %

" Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp

8 Fatimah “Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 19 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

81 Abd.Muh Thalib “BPD Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 18 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).
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Selain itu, dari Kaur Keuangan,Ali akbar:

“Aparatur desa secara rutin mengikuti pelatihan dan bimbingan g%knis
agar memahami aturan dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.”

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya sekadar mengikuti
aturan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga amanah.

Dalam pelayanan kepada masyarakat Dusun Il menyatakan:

“Dalam memberikan pelayanan, kami tetap menjaga sikap sopan santun
agar masyarakat merasa dihargai.”

Hal ini menunjukkan bahwa nilai sopan santun juga menjadi bagian dari
integritas aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, rumusan masalah kedua terjawab, bahwa nilai
Malebbi yang meliputi lempu’ (kejujuran), siri’ (rasa malu), sopan santun, dan
tanggung jawab (amanah) berperan dalam mendorong kepatuhan pengelolaan
Dana Desa di Desa Tapporang.

Nilai siri’ mendorong kepatuhan karena aparatur desa merasa malu
apabila melanggar aturan, sehingga berusaha menjalankan tugas sesuai regulasi.
Nilai /empu’ mendorong kepatuhan karena kejujuran membuat aparatur desa
tidak melakukan manipulasi dalam pengelolaan keuangan. Nilai tanggung
jawab (amanah) mendorong kepatuhan karena adanya kesadaran bahwa Dana
Desa adalah titipan yang harus dikelola sesuai ketentuan. Sedangkan sopan

santun mendorong kepatuhan melalui sikap menghargai masyarakat, yang

8 Irwan “Kepala Dusun II Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

8 Ali Akbar “Kaur Keuangan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

8 Abdul Hamzah “Kepala Dusun I Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 18
Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).
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memperkuat hubungan sosial dan mendorong aparatur desa untuk tetap
bertindak sesuai norma.
Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya didasarkan pada aturan

formal, tetapi juga didorong oleh nilai Malebbi sebagai pengendali moral

3. Keterkaitan Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa
Berlandaskan Nilai Malebbi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara akuntabilitas dan
kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius yang sejalan dengan
prinsip akuntansi syariah serta diperkuat oleh nilai budaya Malebbi yang meliputi
lempu’ (kejujuran), siri’ (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Ahmad Fadli tahir

dinyatakan bahwa:

“Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan sesuai
aturan, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.”85

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan
merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Transparansi dalam pelaporan
merupakan bagian dari akuntabilitas, sedangkan kesesuaian terhadap aturan
mencerminkan kepatuhan. Dalam perspektif akuntansi syariah, kedua hal ini
sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban (accountability) dan ketaatan terhadap
ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Sekretaris Desa juga menyampaikan:

“Dana Desa merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik,
sehingga tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.” %

8 Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).
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Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dipandang sebagai
amanah yang harus dijaga. Dalam perspektif akuntansi syariah, konsep amanah
merupakan prinsip utama yang menekankan bahwa setiap pengelola keuangan
harus bertanggung jawab secara moral dan religius. Nilai tanggung jawab
(amanah) dalam Malebbi memperkuat keterkaitan antara akuntabilitas dan
kepatuhan, karena setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus
sesuai dengan aturan.

Dari sisi teknis, Kaur Keuangan,Ali akbar menyatakan:

“Setiap penggunaan Dana Desa harus dicatat dan dilaporkan dengan
benar sesuai dengaan sistem yang ada, sehingga tidak terjadi kesalahan
dalam pelaporan.” !

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas diwujudkan melalui
pencatatan dan pelaporan yang benar, sedangkan kepatuhan tercermin dalam
kesesuaian dengan sistem yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip
kejujuran dalam akuntansi syariah, yang dalam nilai Malebbi dikenal sebagai
lempu’, di mana setiap informasi harus disampaikan sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya.

Dari sisi pengawasan, BPD ABD Muh Talib menyatakan:

“Kami melakukan pengawasan agar setiap kegiatan desa berjalan sesuai
aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.” 88

8 Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

8 Ali Akbar “Kaur Keuangan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

8 Abd.Muh Thalib “BPD Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 18 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).
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Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan diperkuat oleh
mekanisme pengawasan. Pengawasan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan
sesuai aturan (kepatuhan) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).

Selain itu, Kepala Dusun II,Irwan menyampaikan:

“Kami selalu berusaha menjalankan kegiatan sesuai dengan apa yang
telah direncanakan dan aturan yang ada, karena itu merupakan tanggung
jawab kami sebagai aparat desa.” 8

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada tingkat pelaksana, keterkaitan
antara akuntabilitas dan kepatuhan diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab
terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan aturan.

Dari sisi masyarakat, Munawarah menyampaikan bahwa:
“Kami melihat bahwa penggunaan Dana Desa sudah terbuka dan sesuai
dengan aturan, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan tidak merasa
dirugikan.”
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan langsung hubungan
antara akuntabilitas dan kepatuhan. Keterbukaan informasi (akuntabilitas) yang

dilakukan sesuai aturan (kepatuhan) akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan:

“Kalau aparat desa tidak ju&lr atau tidak sesuai aturan, pasti akan menjadi
pembicaraan masyarakat.”

Hal ini menunjukkan adanya kontrol sosial yang sejalan dengan prinsip
syariah dalam menjaga keadilan dan kejujuran.

Dari sisi nilai budaya, Sekretaris Desa, Ahmad fadli tahir menyatakan:

8 Irwan “Kepala Dusun II Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

% Munawarah “Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 19 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

' Munawarah “Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 19 Desember 2025
(Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).
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“Nilai siri” membuat kami merasa malu jika tidak menjalankan tugas
dengan baik atau melanggar aturan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai siri’ berfungsi sebagai pengendali
moral yang mendorong aparatur desa untuk menjaga akuntabilitas dan kepatuhan.
Nilai ini sejalan dengan prinsip dalam akuntansi syariah yang menekankan
pentingnya etika dan tanggung jawab moral.

Selain itu kasi kesejahteraan,Muhammad Syakir menyatakan bahwa:

“Kejujuran dan tanggung jawab harus selalu dijaga agar pengelolaan
Dana Desa tetap baik dan tidak menimbulkan masalah.” 3

Hal ini menunjukkan bahwa nilai lempu’ (kejujuran) dan tanggung jawab
(amanah) menjadi dasar dalam menjaga keterkaitan antara akuntabilitas dan
kepatuhan.

Dalam pelayanan kepada masyarakat:

“Kami tetap menjaga sopan santun dalam memberikan pelayanan agar
masyarakat merasa nyaman dan percaya kepada pemerintah desa.”

Hal ini menunjukkan bahwa nilai sopan santun juga berperan dalam
membangun kepercayaan masyarakat, yang merupakan hasil dari penerapan
akuntabilitas dan kepatuhan yang baik.

Dengan demikian, rumusan masalah ketiga terjawab, bahwa terdapat
keterkaitan yang erat antara akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana
Desa di Desa Tapporang dalam perspektif akuntansi syariah yang berlandaskan

nilai Malebbi.

% Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

% Muhammad Syakir “Kasi kesejahteraaan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17
Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

% Muhammad Syakir “Kasi kesejahteraaan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17
Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).
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Akuntabilitas dan kepatuhan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan,
karena transparansi dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) hanya dapat terwujud
apabila dilaksanakan sesuai aturan (kepatuhan). Sebaliknya, kepatuhan terhadap
regulasi akan menghasilkan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif akuntansi syariah, keterkaitan ini tercermin pada prinsip
amanah (tanggung jawab) dan kejujuran (lempu’), di mana setiap pengelolaan
keuangan harus dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai
siri” memperkuat keterkaitan tersebut sebagai pengendali moral yang mencegah
penyimpangan, sedangkan sopan santun mendukung kepercayaan masyarakat
terhadap hasil pengelolaan.

Dengan demikian, nilai Malebbi menjadi faktor utama yang
menghubungkan akuntabilitas dan kepatuhan, sehingga menghasilkan pengelolaan
Dana Desa yang transparan, patuh terhadap aturan, dan sesuai dengan prinsip

akuntansi syariah.
4. Hasil Dokumentasi Laporan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan hasil dokumentasi penelitian, diperoleh data berupa Laporan
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dana Desa Tahun 2025 di
Desa Tapporang Kabupaten Pinrang. Laporan tersebut memuat informasi terkait
jenis kegiatan, kode rekening, volume pekerjaan, serta realisasi anggaran yang
digunakan dalam setiap program desa.

Data laporan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah disusun
secara sistematis dan terstruktur. Setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki
perencanaan anggaran yang jelas serta realisasi yang dicatat secara rinci sesuai

dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, laporan juga menggambarkan
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perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan
periode anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen tersebut, penggunaan Dana Desa di Desa Tapporang
difokuskan pada beberapa bidang utama, yaitu bidang pembangunan desa,
pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Setiap
kegiatan disertai dengan rincian anggaran dan realisasi, sehingga memudahkan
dalam proses pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa.

Selain itu, laporan keuangan Dana Desa juga disusun dengan menggunakan
sistem yang terintegrasi, sehingga seluruh transaksi keuangan tercatat secara
administratif dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah desa telah berupaya menerapkan sistem pelaporan keuangan yang
transparan dan akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa.

Temuan dokumentasi ini sejalan dengan hasil wawancara dengan

Sekretaris Desa yang menyatakan:

“Penyusunan laporan keuangan di desa itu sudah sangat transparan dan
akuntabel. Semua pelaporan keuangan sudah menggunakan aplikasi
Siskeug(lises, sehingga seluruh penggunaan anggaran tercatat dengan
jelas.”

Selain itu, Kaur Keuangan juga menyampaikan bahwa:

“Untuk transparansi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa
melakukannya melalui musgélwarah desa, papan informasi, serta media
online seperti website desa.”

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan

bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang telah didukung oleh sistem

% Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

% Ali Akbar “Kaur Keuangan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember
2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).
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pelaporan keuangan yang terstruktur, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang disusun tidak hanya berfungsi
sebagai bentuk administrasi, tetapi juga sebagai alat kontrol dalam memastikan
penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk kelengkapan data, laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran Dana Desa Tahun 2025 disajikan secara lengkap pada

bagian lampiran penelitian.

B. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Malebbi sebagai kearifan lokal
masyarakat Bugis berperan penting dalam membentuk perilaku aparatur desa dalam
pengelolaan Dana Desa. Nilai ini menjadi pedoman moral yang mendorong sikap
jujur, tanggung jawab, dan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari Fatimah Mus et al. yang menyatakan
bahwa nilai budaya Bugis seperti lempu’, getteng, dan siri’ berperan dalam
memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui perilaku yang
berlandaskan nilai moral®’.

Selain itu, temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nurhayati yang
menunjukkan bahwa nilai moral dan religius turut memperkuat integritas aparatur
desa dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian ini menemukan bahwa nilai
Malebbi tidak hanya berperan sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai mekanisme
kontrol sosial berbasis budaya yang secara langsung mempengaruhi perilaku aparatur

desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan kepatuhan®.

% Mus and others, ‘Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan’.
% Nurhayati, ‘Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di
Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)’.
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Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal
tidak hanya berfungsi sebagai nilai budaya, tetapi juga sebagai faktor penting dalam
membentuk perilaku aparatur desa dalam tata kelola keuangan publik, khususnya

dalam konteks pengelolaan Dana Desa.

1. Peran Nilai Malebbi sebagai Kearifan Lokal dalam Mendorong
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui
bahwa nilai Malebbi telah terimplementasi dalam praktik pengelolaan Dana Desa
di Desa Tapporang melalui sikap jujur, tanggung jawab, serta etika aparatur desa
dalam menjalankan tugasnya. Aparatur desa memandang pengelolaan Dana Desa
bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan sebagai amanah publik yang
harus dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial kepada masyarakat.
Pemaknaan tersebut mendorong aparatur desa untuk bersikap hati-hati, transparan,
dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Malebbi memiliki peran penting
dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang. Nilai
Malebbi yang meliputi /empu’ (kejujuran), siri’ (rasa malu), sopan santun, dan
tanggung jawab (amanah) telah terinternalisasi dalam perilaku aparatur desa,
sehingga mempengaruhi cara mereka dalam menjalankan tugas pengelolaan
keuangan desa.

Peran tersebut terlihat dari sikap aparatur desa yang mengelola Dana Desa
secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Nilai /empu’ mendorong
aparatur desa untuk bersikap jujur dalam penyampaian laporan keuangan,

sedangkan nilai tanggung jawab (amanah) mendorong mereka untuk
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mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Nilai siri’
berfungsi sebagai kontrol moral yang menumbuhkan rasa malu apabila terjadi
penyimpangan, sehingga aparatur desa berusaha menjaga integritas dalam setiap
tahapan pengelolaan.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Muhammad Syakir selaku
Kasi Kesejahteraan Desa Tapporang, yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana
Desa dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara jujur dan terbuka
kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa ketidakjujuran
dalam pengelolaan dana dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta
berdampak pada kehormatan diri dan institusi desa.

Temuan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ali akbar
selaku kaur keuangan yang menyatakan bahwa mereka berusaha berhati-hati
dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa karena adanya kesadaran untuk
menjaga nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kesadaran ini menunjukkan bahwa
nilai Malebbi telah terinternalisasi dalam diri aparatur desa sebagai pedoman
dalam bertindak.

Dalam praktiknya, akuntabilitas tercermin sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Keterlibatan masyarakat dalam
musyawarah desa menunjukkan adanya transparansi dan partisipasi sebagai bagian
dari akuntabilitas. Selain itu, penyusunan laporan keuangan secara terbuka
menjadi bentuk pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari Fatimah Mus et al. yang

menyatakan bahwa nilai budaya Bugis seperti lempu’, getteng, dan siri’ berperan
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dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa®™. Selain itu,
penelitian Nurhayati juga menunjukkan bahwa nilai moral dan religius dapat
meningkatkan integritas aparatur desa. Namun, penelitian ini menemukan bahwa
nilai Malebbi tidak hanya berperan sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai
mekanisme kontrol kultural yang secara langsung mempengaruhi perilaku aparatur
desa'®.

Dengan demikian, nilai Malebbi berperan dalam mendorong akuntabilitas
penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan
Dana Desa di Desa Tapporang memiliki keterkaitan yang erat dan bersifat saling
menguatkan. Kepatuhan mencerminkan ketaatan aparatur desa terhadap regulasi,
prosedur, dan norma yang berlaku, sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dana tersebut kepada
masyarakat. Dalam praktiknya, kepatuhan menjadi dasar dalam mewujudkan
akuntabilitas, sementara akuntabilitas menjadi bukti nyata dari kepatuhan yang
telah dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara Ahmad Fadli Tahir selaku sekretaris desa ,
diketahui bahwa aparatur desa menyadari bahwa pengelolaan Dana Desa
merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan sesuai dengan aturan
yang berlaku. Kesadaran tersebut mendorong aparatur desa untuk mematuhi
regulasi sebagai bentuk tanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa setiap

kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Hal

% Sari Fatimah Mus and others, ‘Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas
Pengelolaan’, Economics and Digital Business Review, 4.2 (2023), pp. 436—44.

1% Nurhayati, ‘Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di
Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)’, Skripsi, 2023.
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ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
menjadi fondasi dalam membentuk akuntabilitas.

Dalam perspektif akuntansi syariah, keterkaitan antara akuntabilitas dan
kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai hubungan teknis, tetapi juga sebagai
bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada
manusia. Prinsip amanah, kejujuran (sidg), dan keadilan (‘adl) menjadi landasan
utama dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan
nilai Malebbi yang meliputi lempu’ (kejujuran), siri’ (rasa malu dan harga diri),
sopan santun, dan tanggung jawab, sehingga membentuk kesadaran moral aparatur
desa dalam menjalankan tugasnyalol.

Secara lebih mendalam, nilai Malebbi berperan dalam menghubungkan
kepatuhan dan akuntabilitas melalui mekanisme internal. Nilai lempu’ mendorong
aparatur desa untuk menyusun laporan secara jujur dan terbuka sebagai wujud
akuntabilitas. Nilai siri’ berfungsi sebagai kontrol sosial yang mencegah terjadinya
penyimpangan, sehingga memperkuat kepatuhan terhadap aturan. Nilai sopan
santun menjaga hubungan harmonis antara aparatur desa dan masyarakat dalam
proses penyampaian informasi, sedangkan nilai tanggung jawab memastikan
bahwa seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, nilai Malebbi tidak hanya
berdiri sebagai nilai budaya, tetapi menjadi penghubung yang memperkuat
keterkaitan antara kepatuhan dan akuntabilitas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad Fadly yang menunjukkan

bahwa prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam akuntansi syariah berperan

101 Ahadiyah Agustina, Muhammad Syayid, and lin Solihin, Akuntansi Keuangan Syariah (PT
Sada Kurnia Pustaka, 2023).
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penting dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhanloz. Selain itu, penelitian
Nurhayati menegaskan bahwa nilai moral dan religius dapat memperkuat integritas
aparatur desa’®. Penelitian Sari Fatimah Mus juga menunjukkan bahwa nilai
budaya Bugis seperti lempu’ dan siri’ berperan dalam membentuk perilaku
akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.'®

Namun demikian, penelitian ini menemukan perbedaan penting, yaitu nilai
Malebbi tidak hanya berfungsi sebagai nilai pendukung, tetapi sebagai mekanisme
integratif yang menyatukan kepatuhan dan akuntabilitas dalam satu kerangka nilai
yang utuh. Nilai ini tidak hanya mendorong aparatur desa untuk mematuhi aturan,
tetapi juga membentuk kesadaran internal untuk mempertanggungjawabkan setiap
tindakan secara moral dan sosial. Dengan demikian, keterkaitan antara
akuntabilitas dan kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat
moral, kultural, dan spiritual.

Meskipun demikian, implementasi nilai Malebbi dalam pengelolaan Dana
Desa masih sangat bergantung pada kesadaran individu aparatur desa. Oleh karena
itu, diperlukan penguatan melalui sistem formal dan pengawasan yang konsisten
agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam praktik tata
kelola keuangan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan
dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang memiliki hubungan yang saling

menguatkan dalam perspektif akuntansi syariah. Keterkaitan tersebut diperkuat

02 Ahmad Fadly, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang
(Analisis Akuntansi Syariah)’, Skripsi, 183.2 (2023), pp. 153-64.

193 Nurhayati, ‘Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di
Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)’.

1% Mus and others, ‘Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan’.
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oleh nilai Malebbi sebagai landasan moral dan kultural, sehingga menghasilkan
pengelolaan Dana Desa yang transparan, patuh terhadap aturan, bertanggung
jawab, dan berintegritas.Pengelolaan Dana Desa melalui internalisasi nilai

kejujuran, tanggung jawab, rasa malu, dan etika dalam perilaku aparatur desa.

2. Peran Nilai Malebbi sebagai Kearifan Lokal dalam Mendorong Kepatuhan
Pengelolaan Dana Desa

Nilai Malebbi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk
kepatuhan aparatur desa terhadap aturan dan prosedur pengelolaan Dana Desa.
Dalam perspektif kearifan lokal, nilai budaya tidak hanya berfungsi sebagai
identitas sosial masyarakat, tetapi juga sebagai sistem norma yang hidup dan
mengikat individu dalam bertindak. Nilai tersebut menjadi pedoman perilaku yang
secara tidak langsung membentuk cara pandang, sikap, serta tindakan individu
dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat
maupun dalam konteks organisasi pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Malebbi memiliki peran penting
dalam mendorong kepatuhan aparatur desa terhadap aturan dan prosedur
pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang. Nilai Malebbi yang meliputi lempu’
(kejujuran), siri” (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah) menjadi
pedoman moral yang membentuk kesadaran aparatur desa dalam menjalankan
tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Syakir, diketahui bahwa
kepatuhan aparatur desa tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga
dipengaruhi oleh nilai budaya yang telah terinternalisasi. Aparatur desa berupaya

menjalankan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan regulasi karena adanya rasa
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tanggung jawab serta kesadaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Selain
itu,kepala dusun Irwan juga menegaskan bahwa nilai siri’ menumbuhkan rasa malu
apabila terjadi pelanggaran, sehingga mendorong aparatur desa untuk tetap patuh
terhadap aturan yang berlaku.

Peran nilai Malebbi dalam mendorong kepatuhan terlihat dari adanya
kesadaran aparatur desa untuk melaksanakan setiap tahapan pengelolaan Dana
Desa sesuai dengan regulasi pemerintah, prinsip syariah, dan norma sosial yang
berlaku. Nilai /empu’ mendorong aparatur desa untuk bersikap jujur dalam
menjalankan aturan dan menghindari manipulasi dalam pengelolaan dana. Nilai
tanggung jawab (amanah) mendorong aparatur desa untuk menjalankan tugas
sesuai ketentuan sebagai bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Selain itu, nilai
siri’ berperan sebagai kontrol moral yang menumbuhkan rasa malu apabila terjadi
pelanggaran, sehingga aparatur desa berusaha untuk tetap patuh terhadap aturan.
Sementara itu, nilai sopan santun tercermin dalam kepatuhan terhadap norma
sosial dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam praktiknya, kepatuhan aparatur desa tidak hanya didasarkan pada
keberadaan aturan formal dan pengawasan eksternal, tetapi juga didorong oleh
kesadaran internal yang terbentuk melalui nilai budaya. Hal ini terlihat dari
pelaksanaan musyawarah desa sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip
partisipatif, penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan perencanaan, serta
penyusunan laporan keuangan yang mengikuti ketentuan yang berlaku. Kondisi ini
menunjukkan bahwa kepatuhan yang terbentuk tidak hanya bersifat administratif,

tetapi juga bersifat intrinsik, yaitu muncul dari kesadaran moral aparatur desa.
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Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati yang menyatakan bahwa
nilai moral dan religius berperan dalam meningkatkan kepatuhan serta integritas
aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa'®. Selain itu, penelitian Sari Fatimah
Mus et al. juga menunjukkan bahwa nilai budaya Bugis seperti lempu’ dan siri’
menjadi landasan etis dalam membentuk perilaku patuh terhadap aturan.
Kesamaan ini menunjukkan bahwa nilai budaya memiliki kontribusi penting
dalam mendorong kepatuhan aparatur desa.'%

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa nilai Malebbi tidak
hanya berperan sebagai nilai moral secara umum, tetapi juga sebagai mekanisme
kontrol kultural yang lebih spesifik. Nilai ini tidak hanya mendorong kepatuhan
terhadap aturan formal, tetapi juga membentuk kesadaran internal aparatur desa
untuk menjaga integritas dan menghindari penyimpangan. Dengan demikian,
kepatuhan yang terbentuk bersifat intrinsik, yaitu muncul dari kesadaran dalam
diri aparatur desa, sehingga lebih kuat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai Malebbi berperan secara
langsung dalam mendorong kepatuhan pengelolaan Dana Desa melalui
internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, rasa malu, dan etika dalam perilaku
aparatur desa. Kepatuhan yang terbentuk tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga bersifat moral dan sosial, sehingga mampu menciptakan tata kelola Dana

Desa yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat

1% Nurhayati, ‘Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di
Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)’.
1% Mus and others, ‘Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan’.
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3. Keterkaitan Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa dalam
Perspektif Akuntansi Syariah Berlandaskan Nilai Malebbi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan dalam
pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang memiliki keterkaitan yang erat dan
bersifat saling menguatkan. Kepatuhan mencerminkan ketaatan aparatur desa
terhadap regulasi, prosedur, dan norma yang berlaku, sedangkan akuntabilitas
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dana
tersebut kepada masyarakat. Dalam praktiknya, kepatuhan menjadi dasar dalam
mewujudkan akuntabilitas, sementara akuntabilitas menjadi bukti nyata dari
kepatuhan yang telah dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara Ahmad Fadli Tahir selaku sekretaris desa ,
diketahui bahwa aparatur desa menyadari bahwa pengelolaan Dana Desa
merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan sesuai dengan aturan
yang berlaku. Kesadaran tersebut mendorong aparatur desa untuk mematuhi
regulasi sebagai bentuk tanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa setiap
kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Hal
ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
menjadi fondasi dalam membentuk akuntabilitas.

Dalam perspektif akuntansi syariah, keterkaitan antara akuntabilitas dan
kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai hubungan teknis, tetapi juga sebagai
bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada
manusia. Prinsip amanah, kejujuran (sidg), dan keadilan (‘adl) menjadi landasan
utama dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan

nilai Malebbi yang meliputi lempu’ (kejujuran), siri’ (rasa malu dan harga diri),
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sopan santun, dan tanggung jawab, sehingga membentuk kesadaran moral aparatur
desa dalam menjalankan tugasnyalw.

Secara lebih mendalam, nilai Malebbi berperan dalam menghubungkan
kepatuhan dan akuntabilitas melalui mekanisme internal. Nilai lempu’ mendorong
aparatur desa untuk menyusun laporan secara jujur dan terbuka sebagai wujud
akuntabilitas. Nilai siri” berfungsi sebagai kontrol sosial yang mencegah terjadinya
penyimpangan, sehingga memperkuat kepatuhan terhadap aturan. Nilai sopan
santun menjaga hubungan harmonis antara aparatur desa dan masyarakat dalam
proses penyampaian informasi, sedangkan nilai tanggung jawab memastikan
bahwa seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, nilai Malebbi tidak hanya
berdiri sebagai nilai budaya, tetapi menjadi penghubung yang memperkuat
keterkaitan antara kepatuhan dan akuntabilitas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad Fadly yang menunjukkan
bahwa prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam akuntansi syariah berperan
penting dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhanlog. Selain itu, penelitian
Nurhayati menegaskan bahwa nilai moral dan religius dapat memperkuat integritas
aparatur desa'®. Penelitian Sari Fatimah Mus juga menunjukkan bahwa nilai
budaya Bugis seperti lempu’ dan siri’ berperan dalam membentuk perilaku

akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.!’?

197 Ahadiyah Agustina, Muhammad Syayid, and Iin Solihin, Akuntansi Keuangan Syariah (PT
Sada Kurnia Pustaka, 2023).

%8 Ahmad Fadly, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang
(Analisis Akuntansi Syariah)’, Skripsi, 183.2 (2023), pp. 153-64.

19 Nurhayati, ‘Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di
Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)’.

19 Mus and others, ‘Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan’.
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Namun demikian, penelitian ini menemukan perbedaan penting, yaitu nilai
Malebbi tidak hanya berfungsi sebagai nilai pendukung, tetapi sebagai mekanisme
integratif yang menyatukan kepatuhan dan akuntabilitas dalam satu kerangka nilai
yang utuh. Nilai ini tidak hanya mendorong aparatur desa untuk mematuhi aturan,
tetapi juga membentuk kesadaran internal untuk mempertanggungjawabkan setiap
tindakan secara moral dan sosial. Dengan demikian, keterkaitan antara
akuntabilitas dan kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat
moral, kultural, dan spiritual.

Meskipun demikian, implementasi nilai Malebbi dalam pengelolaan Dana
Desa masih sangat bergantung pada kesadaran individu aparatur desa. Oleh karena
itu, diperlukan penguatan melalui sistem formal dan pengawasan yang konsisten
agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam praktik tata
kelola keuangan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan
dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang memiliki hubungan yang saling
menguatkan dalam perspektif akuntansi syariah. Keterkaitan tersebut diperkuat
oleh nilai Malebbi sebagai landasan moral dan kultural, sehingga menghasilkan
pengelolaan Dana Desa yang transparan, patuh terhadap aturan, bertanggung
jawab, dan berintegritas.

4. Analisis Laporan Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Akuntabilitas

Berdasarkan hasil dokumentasi berupa laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran Dana Desa Tahun 2025, diketahui bahwa pengelolaan Dana

Desa di Desa Tapporang telah dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi

dengan baik. Setiap kegiatan memiliki perencanaan anggaran yang jelas serta
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realisasi yang dicatat secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa
telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
desa.

Dalam konsep akuntabilitas sektor publik, pengelolaan keuangan dikatakan
akuntabel apabila dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, tertib
administrasi, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa laporan keuangan Dana Desa telah memenuhi unsur tersebut,
karena adanya pencatatan yang sistematis serta keterbukaan informasi kepada
masyarakatlll.

Selain itu, penggunaan sistem aplikasi Siskeudes dalam penyusunan
laporan keuangan juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan desa telah
mengikuti perkembangan sistem administrasi modern yang mendukung
transparansi dan akurasi data. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan desa mampu
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa.

Jika dikaitkan dengan nilai budaya lokal, pengelolaan laporan keuangan
yang transparan dan tertib juga mencerminkan penerapan nilai Malebbi, khususnya
pada aspek /empu’ (kejujuran) dan tanggung jawab. Aparatur desa tidak hanya
menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga menjaga integritas dalam
mengelola Dana Desa sebagai bentuk amanah.

Dengan demikian, laporan keuangan Dana Desa tidak hanya berfungsi

sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam

W Rusufi, Akuntansi Sektor Publik.
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mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang didukung oleh nilai

budaya lokal.



BAB YV
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai Malebbi berperan dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
melalui penerapan lempu’ (kejujuran), siri’ (rasa malu), sopan santun, dan
tanggung jawab (amanah), sehingga pengelolaan dilakukan secara transparan,
partisipatif melalui musyawarah desa, dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.

2. Nilai Malebbi berperan dalam mendorong kepatuhan pengelolaan Dana Desa
terhadap regulasi pemerintah, prinsip syariah, dan norma sosial, di mana siri’
mendorong rasa malu untuk melanggar, serta lempu’ dan tanggung jawab
memperkuat ketaatan terhadap aturan serta mencegah terjadinya pelanggaran.

3. Akuntabilitas dan kepatuhan memiliki keterkaitan yang erat dalam perspektif
akuntansi syariah, di mana transparansi dan pertanggungjawaban berjalan
seiring dengan ketaatan terhadap aturan. Keterkaitan ini sejalan dengan prinsip
amanah dan kejujuran serta diperkuat oleh nilai Malebbi sebagai landasan

moral dalam pengelolaan Dana Desa.

B. Saran
1. Pemerintah Desa Tapporang diharapkan mempertahankan dan memperkuat
penerapan nilai Malebbi dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Aparatur desa diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan
prinsip syariah serta menjaga integritas dalam menjalankan amanah
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji secara kuantitatif pengaruh nilai
Malebbi terhadap akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan Dana Desa, serta

membandingkannya dengan desa lain untuk melihat konsistensi penerapannya.
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PRODI : Akuntansi Syariah

JUDUL : Peran Nilai Malebbi Dalam Mendorong

Akuntabilitas Dan Kepatuhan Pengelolaan Dana
Desa Tapporang Kabupaten Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan Aparatur Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur/Kasi)
1. Pemahaman Pengelolaan Dana Desa

a) Bagaimana Bapak/Ibu memahami proses pengelolaan Dana Desa mulai
dari perencanaan hingga pertanggungjawaban?

b) Apa tantangan utama dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Penerapan Nilai Malebbi dalam Tugas

a) Lempu’ (Kejujuran)
e Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan kejujuran dalam penyusunan
laporan keuangan?

e Pernahkah kejujuran Bapak/Ibu diuji dalam pengelolaan Dana Desa?
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b) Siri’ (Rasa Malu/Harga Diri)
e Apakah rasa malu dan kehormatan diri mempengaruhi keputusan
Bapak/Ibu dalam menghindari penyimpangan?
e Bagaimana nilai siri’ mempengaruhi etika kerja?
€) Sopan Santun
e Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan sikap sopan dan santun dalam
pelayanan?
e Apakah sikap ini membantu menciptakan transparansi?
d) Tanggung Jawab (Amanah)
e Bagaimana Bapak/Ibu memastikan seluruh dokumen keuangan tertib

dan sesuai aturan?
3. Akuntabilitas Pengelolaan dana desa

a) Akuntabilitas Transparansi
e Bagaiamana cara pemerintah desa menyampaikan informasi
perencanaan dan realisasi dana desa kepada masyarakat
e Media apa saja yang di gunakan umtuk mempublikasikan APBDes dan
realisasi dana desa
e Apakah Masyaarakat di beri ruang untuk mengawasi dan memberikan
masukan ? Bagaimana bentuknya?
b) Akuntabilitas Administratif
e Bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan RKPDes serta
APBDes di desa ini?
e Apakah seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku?
e Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam administrasi dan
pelaporan Dana Desa?

€) Akuntabilitas Moral
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e Bagaimana Bapak/Ibu memaknai Dana Desa sebagai amanah yang

harus dipertanggungjawabkan?

e Bagaimana penerapan nilai kejujuran (lempu’) dan rasa malu (siri’)

dalam pengelolaan Dana Desa?

e Sejauh mana nilai Malebbi memengaruhi sikap aparatur desa dalam

bekerja?

4. Kepatuhan terhadap Aturan dan Prinsip Syaria

a) Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah

Sejauh mana aparatur desa memahami dan menerapkan regulasi
pengelolaan Dana Desa?
Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan

agar sesuai aturan?

b) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Apakah prinsip syariah seperti amanah, kejujuran, dan transparansi
diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa?
Bagaimana desa menghindari praktik yang bertentangan dengan

prinsip syariah?

c) Kepatuhan terhadap Norma Sosial dan Kearifan Lokal

Nilai budaya apa yang menjadi pedoman aparatur desa dalam
mengelola Dana Desa?
Bagaimana peran nilai Malebbi, Lempu’, dan Siri’ sebagai pengendali

moral aparatur desa?

d) Kepatuhan sebagai Wujud Integritas dan Amanah

Menurut Bapak/Ibu, apa makna kepatuhan dan integritas dalam
pengelolaan Dana Desa?
Bagaimana upaya aparatur desa menjaga amanah dan kepercayaan

masyarakat?
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5. Nilai Malebbi dalam Pencegahan Penyimpangan

a) Apakah nilai Malebbi dapat menekan risiko kecurangan?
b) Unsur nilai Malebbi apa yang paling kuat mendorong integritas aparatur

desa?
B. Informan BPD (Masuk Kantor — Fokus Pengawasan)
1. Pengawasan dan Akuntabilitas

a) Bagaimana BPD menjalankan fungsi pengawasan Dana Desa?

b) Adakah temuan ketidakpatuhan selama ini?
2. Peran Nilai Malebbi

a) Apakah nilai lempu’, siri’, dan sopan santun masih menjadi dasar etika
aparat desa?

b) Apakah nilai budaya membantu memperkuat pengawasan sosial?
C. Informan - Kepala Dusun (Tidak bekerja tetap di kantor desa)
1. Pemahaman Malebbi

a) Apa arti Malebbi menurut Bapak/Ibu?
b) Apakah nilai seperti lempu’ (jujur) dan siri’ (malu) masih dipakai

masyarakat?
2. Penerapan Malebbi di Dusun

a) Bagaimana Bapak/Ibu melihat penerapan sikap sopan, jujur, dan tanggung
jawab di masyarakat?

b) Apakah nilai Malebbi memengaruhi cara Bapak/Ibu memimpin?
3. Pengelolaan Dana Desa

a) Apakah informasi Dana Desa disampaikan dengan jelas kepada dusun?
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b) Bagaimana masyarakat menilai transparansi kegiatan pembangunan?
4. Akuntabilitas Aparat Desa

a) Apakah aparat desa bekerja jujur dan terbuka?

b) Apakah masyarakat mempercayai pemerintah desa?
5. Kepatuhan

a) Apakah aparat desa bekerja sesuai aturan?

b) Apakah nilai siri” membuat mereka merasa malu jika melanggar?
D. Informan Masyarakat / Penerima Bantuan (Tidak bekerja di kantor desa)
1. Persepsi tentang Pengelolaan Dana Desa

a) Apakah Bapak/Ibu mengetahui program yang dibiayai dari Dana Desa?

b) Apakah informasi tentang Dana Desa mudah didapatkan oleh masyarakat?
2. Penilaian terhadap Aparatur Desa

a) Bagaimana Bapak/Ibu menilai sopan santun dan pelayanan aparat desa?
b) Apakah aparat desa terlihat jujur dan bertanggung jawab dalam

menjalankan tugas?
3. Nilai Budaya dalam Pengawasan Desa

a) Apakah nilai sivi’ membuat aparat lebih berhati-hati dalam bekerja?
b) Apakah nilai Malebbi (sopan, jujur, menjaga kehormatan) masih kuat

dalam kehidupan masyarakat Tapporang?
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5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019
A P 1. Rek dasi Tim Teknis PTSP : 0941/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2025, Tanggal : 12-12-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0612/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2025, Tanggal : 12-12-2025
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NURLIA AMR
4. Judul Penelitian : PERAN NILAI MALEBBI DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS &
KEPATUHAN PENGELOLAAN DANA DESA TAPPORANG KABUPATEN
PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaranf/target Penelitian : KEPALA DESA, BPD, SEKRETARIS DESA KAUR KEUANGAN, KEPALA
SEKSI, KEPALA DUSUN, MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Batulappa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-06-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan
laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada 1 ditetapkan, bila di di hari terdapat kekeliruan, dan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 Desember 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Balai
Sgri:ilﬁka_si ZONA S
Elektronik “Iln“ OMBUDSMAN
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Profil Desa

Desa Tapporang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batulappa,
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan kode wilayah
73.15.12.2004, desa ini berfokus pada pengembangan potensi lokal dan pelayanan
publik yang dipimpin oleh Ibrahim sebagai Kepala Desa.Adapun Website Desa
Tapporang,Kec Batulappa, Kab Pinrang dapat di buka melalui link

htips://desatapporang.id



https://desatapporang.id/

DATA POTENSI DESA TAPPORANG

b. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Rajang dan Desa Batu Lappa
Sebelah Selatan : Kel. Teppo dan Kel. Benteng
Sebelah Timur : Desa Watang Kassa dan Kel. Kassa
Sebelah Barat : Kec. Duampanua
b. Luas Wilayah :  4153.84 Ha
Luas Pemukiman : 22.5 Ha
Luas Persawahan : 69.5 Ha
Luas Ladang : 151.6 Ha
Luas Hutan Lindung : 1708.21 Ha
Luas Hutan Lindung Rusak 3 518.03 Ha
Luas Hutan Lindung Baik : 1190.18 Ha
Luas Hutan Produksi terbatas 2 1402.04 Ha
Luas Hutan Produksi Terbats Rusak S 113.2 Ha
Luas Hutan Produksi Terbats Baik ¢ 1288.84 Ha
Panjang Sungai dan anak Sungai : 67934.1 Meter

Jenis Tanah

Latosol : 354.09 Ha
aluvial :  1229.33 Ha
Podsolik Cokelat : 2570.39 Ha
4153.81
Ketinggian (Mdpl)
0-300 (Dataran rendah) :  2251.99 Ha
300-500 (Dataran Berbukit) 2 1166.59 Ha
500-1000 (dataran tinggi/Pegunungan) 5 735.26 Ha
4153.84 Ha
Kelas Erosi
Ringan 5 166.05 Ha
Sangat ringan 5 79.65 Ha
sedang : 209.48 Ha
Sangat Berat 2 3698.66 Ha
4153.84 Ha

Tipe Iklim : B (Basah)



Laporan Realisasi Anggaran Per 6 bulan Terakhir

BULAN JULI TAHUN 2025
Desa  :Tapporang
Kecamatan :Batubppe
Kabupaten :Prang
Provinei  Sulawesi Selatan
outPuT ‘SUMBER DANA
Kode Rekening URAKN RENCANA REALISASI SAMPAI SAAT 1
A0O®) | LAMLAN o)
voLume saruan ANGGARAN (Rp) sauan | ANGGARAN | caPawn
0 3 T 3 ) [ 5 0 i 7z 0
[ N I N D)
)
T 3 3
SaLiwoam
46,043 444 CerorT
438,124,800 FrRrTTTy
51212
a 51212 ez
s
v
[ I
[ I I
ok 15000000
ey |1E
[N N 3
Paker 352008500
Paket 23750000
N I
Pk 1716000
Paket ITTE)
I I ) Tizemaie. 10156761 )
nzems) Pkt 110156761 2 Tioise et
e 53,400,000 ¥ 5
5400000 ot 79,000000 £ 79500000
m 0
|
[ EN 3 rasional BPD (rapat, ATK, Makan Minurn, 5500000 - =
[ Cperasiacnai 870 1 Paker 5500000 Paket 5 E
|
[N KN 22 i Operasional RT/RW 10,080,000 -
1-Belanja Jasa Fonorarum/nsenti Peiayanan Desa v Paret 10,080,000 Paket
[N N [Penyediaan Operasional Pemerntah Desa yang bersumber dui Dana Desa 25,650,000 - 16200000 &
[ Kesgam 1 Paket 9520000 Paker 9,900,000 ) 5500000
1 Paket 12600000 Paket 6300000 = 6300000
[iPembertukon KoperasiDesa Werah Puth 1 Paker 3130000 Paker - -
v
(NN Paket
1 ket e
Belania modal kendaraan 1 Paker 31510000
il2 (e Pambang.ran/ Rehabitasy Peningkatan Pakat
1. PEMBANGUNAN KANTOR DESA TAPPORANG T Paket 41,886,522
13 [Sub B dikan,
13w [Penyssnan/Pendataany Pemutakhean ProfilDesa Digh)
1 Pendataan Pads Tingkat Kekiarga 1 1 Paket 6232780
|
1]e Praja Pemerintahen Perencanasn Kesangan dan
ilafo Perencanaan APBDes | Waktu
[ Penyeenggaran Muspawarah Penyusuran APEDEsa 2 et 3450000
[N 3 Wusyawaran Desa Lainnya (Musdus,  desa Non Reguler)
1 Penyelenggaraan Musyowarah Desa 0 K 12075000
1 ¥ai 1725000
[N N Dokumen Perencanaan Dess @
i Peyumunen RKPDess 3 Kal 3450000
Fonor Tan Penyosun RKP Desa Tahun 2024 1 Paket -
Pelatihan T Penyusun RPAMDES/RKPD: 1 Paket
1]a]os [Pengekiaan Aset Des{
1-Honor Ten Inventarsasi Aset Desa 1 ket
1le o [Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Iformasi fepada
1-Honor Ten Peryusun LPPD Desa Gan LKPJ Desa 1 ot
1lafoe [Pengembangan Sstem hformasi Desa
1 Webste Desa 1 Paet 3725000
2 [BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2|1 Bidang Pendidian
2|3 ]® [Penyikiban don Pelathan Penddikan Bag Masyarakat
o K T Paket 15500000
2] 2 S5
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2] 2]® [Penyslenggaraan Posyands (Mkn Tambahen Kis Bumil Lafa. hsentt) 73200000 24,500,000 7
1 insent Kader Posyandy dan KPM 2 Paker 70200000] 2 paket 23,400,000 £ 23200000
a2 Tambaran 1 Paet 3o00000] 1 paker 1560000 % 1,500,000
22w = 11,800,000 =
1_Pelatinan Kader Kesehatan (Kerja Sarma Desa) v = 1000 1 Paker 2
2|2 (o okatany 4000000 4000000 0
1 Pengadaan Bays Seragam Kader Kesehatan Desa T Paket 2250000] 1 Paker 2250000 00 2250000
[2 Pengadaan Buku kA v Paket i7s000] 1 Poker 1750000 100 1750000
2|3 [535 Bidang Pekerpaan Urmum dan Penataan Ruang 304337,100 - - B
23w Jalanjussha Tani (Dipdh) 228,366,600 - =
1 PEMBANGUNAN RABAT BETON JL TAN MAJUJUNG 2 et 228,966,600 - E
ilsTw ot b s g ok M v 3 S B
1-PEME JEMBATAN GANTUNG JL TAN DSN KAMPUNG B ) et 4734200 -
23w abatasy asanna. Selkan. 2576100 -
1 PEMB. RELING PENGAMAN JALANDUSUN BILA | st et 20576100
Pl i) [ Bitang Kawasan Pemutiman ;«gEl - 34662900 00
2| 4|6 ghatan Sistem Pembuanghn Ar Limbsh (Diplih) 34,662,900 34662.900 100
T-Rehab Dramase Pemukiman Bl | = e 20| @ | et 11142400 100 11142400
2 Rehab Dramase Pemukiman B8 1 136 [ 2252050 136 | weter 25050 100 23520500
2|6 [Sub 8idang Perhubungan, Komunikasi Gan informatia 2000000 - 1,000,000 £
26| Ptk Desa (Poster Balho O 2000000 1,000,000 =
1 Baiho TransparansiDesa 0 Ut 200000 2 [ 1.000.000 £ 7,000,000
3 [BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 55,070,000 37,163,000 &
3|1 [S55 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Urmum dan Perindunghn Vasysrakat 10070,000 - -
s e o rukf P 50000 - -
[ 1 Paer 1 1 okt B - -
513 Bidang Kepemoudasn dan Olahvaga 20,000,000
3|3 |2 Pek gkt Desa Wady 20,000,000
1 Kepemudaan 1 Paket 20000000 1 Paket 20000000
34 B¥dang Kelembagaan Masyarakat 25000000
EN I [Pembinaan PKIC 25,000,000
|1 Pembinaan PKK_ 1 Paket 25,000,000 1 Paket 17,169,000
|
T [EIDANG PEMBERDAVAAN MASYARAKAT 52880000
a2 [ S5k Bxtang Pertanian dan Petemakan 6050000
a2 o [Peringkatan Produkst 6030000
101 Mesin dan JET Pomga AF 1 Faer sos0000] 1 okt 6050000
73 ) g 18,300,000 - -
7 -
v Paar -
1= TG00 T
s B 3 14100000 10
T Paket 74100000 100 o000
7 2
o A -
T Poket :
0 = @I %
5|3
3 B ) For T
[T Pensoouiangen Bercans T o A T
I
(3 ) 56 iang Kesdaan Mendesar - 53,000,000 =
[ B ) [Poranganan Keadawn Mendesan 62000000 =
[T-Bantuan Langaung Tuns: ) I ) ™ 63,000,000 = $3006,000
_[PEMBMVAAN
[N [Pevermasn TaTaeon
(HEE| [SLPA Tabun Sebmys 14726641 100 %0 samm| e
6 [
ra K

[Pengebuaran Pembiaysan
=
T —
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Laporan perkembangan pelaksanaa kegiatan anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2025
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Desa : Tapparang
Kecamatan : Batulappa
Kabupaten : Plnran
Provinsi  : Sulawesi Selatan
ouTPUT SUMBER DANA
Kode Rekening URAN RENCANA REALISASI SAMPAI SAAT IN|
ouvavesacy | Ao | AN | e
voLume SATUAN | ANGGARAN [Rp) | VOLUME | SATUAN| ~ ANGGARAN | CAPAAN P
1 2 3 4 5 6 7 [] ] 10,00 11 12 13 14
alocls]bv]c] @
4 PENDAPATAN
K Pandapatan Ash Desa 7000.000
[l KN Hasi Usaha Desa 52400
412 Pendapatan Transfer 1.999.392.250
[ N Dara © B66.1 000
4122 Alokasi Dana Desa 1.131.273 350 126.323 350
413 Pendapatan Lain-lain 1.000.000
4 3|6 Bunga Bank 1.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 2.001.392.350 1.996.018.433
s BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1178 629.262 1.160.794.107
[ K] Belanja Siitap, Tunjangan dan Operasional 710.389.718 703.554.560
T 1o Penyediaan Panghasiian Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 72,000000 70,500,000
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa Paket 42.000.000 1 Paket 40.500.000 40.500.000
2 Tunjangan Kepala Desa Pakel e Paket 30.000.000 30,
i1 |e Ponyediaan Panghasilan Tetap dan Tunjangan Peranghat Desa 302,091,800 302091600 | 100,00
1_Penghasilan Tatap Perangkal Dosa 1 Paket 25001600 | 1 Paket 245001600 | 100,00 245091600
2 Tunjangan Parangkat D: 1 Paket Sromom | 1 Pacet 57000000 | 10000 57.000.000
KR Panyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Parangkat Desa 22.968.900 22968900 | 100,00
1 agakerjaan Kepala Desa 1 Paket 4.118.400 1 Paket 4.118.400 100,00
2. Jaminan Ketenagakerjaan Pe kat Dy I 1 Paket 18.850.500 1 Paket 18.850.500 100.00
1 1|04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Henor PKPKD dan PPKD, Perlengkag Paket 212.699.218 210.834.063
T_Penyediaan Oporasional Pemariniah Dusa 1 Pakt 212 0wa1E Pakot 210.834 063 210.634.063
A1 fos [Penyediasn Tunjangan EPD 55,950,000
1. Tunjangan Kedudukan BPD Paket 1 Paket 55.950.000 55.850.000
1 1| 06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Periengkapan Perkantoran, Pakalan Seragam, §.500.000 5,500.000 100,00
1" Operasiaonal BPD 1 Paket 5.500.000 1 Paket 5.500.000 100,00 5.500.000
oUTRUT SUMBER DANA
Kode Rekening URAIAN RENCANA REALISASI SAMPAI SAAT INI
DANA DESA (Rp) ADD (Rp) "“"':" ')"“N "E’H":K
VOLUME SATUAN | ANGGARAN (Rp) | VOLUME | SATUAN |  ANGGARAN | CAPAIAN H
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10,00 11 12 13 14
1] 1o Penyediaan InsentifiOperasional RTIRW 10.080.000 10.080.000 | 100,00
1. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1 Pakel 10080000 | 1 Paket 10080000 | 100,00 10.080.000
1 1|08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 25.850.000 25.630.000 99,92
1. Peringatan Hari Bosar Keagamaan [ Pakel 0020000 | 1 Pakel 000000 | 90.80 3.900.000
2. Rapat Koordinasi i Paket 2600000 | 1 Paket 2600000 | 100,00 2600.000
3 Pembentukan Koperesi Desa Merah Puli 1 Pakel 31000 4 Paket 3130000 | 100,00 3.130.000
il 2 [Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 404216764 . 04216764 | 10000
il 2ol Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pakel WA 30433482 | 100.00
1. Belanja Modal Peralatan Komputer 1 Fakat ERE Pake! o233 | 10000 7923132
2. Belanja modl kendaraan 1 Pakel stsinong] 1 Pake! atsin000] 100,00 31510000
1 2 |03 il gl g/ Kantor Paket 364.783.832 364.783 632 100,00
01. PEMBANGUNAN KANTOR DESA TAPFCRANG | 1 Paket wammez) 1 Pakel 3p47e3632 | 100.00 364783632
lE Sub Bidang Administrasi Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 6.232.780 6232780 | 100,00
1 3|0 T Profil 6.232.780 6.232.780 100,00
1. Pendatacn Pada Tingkal Keluarga [ Pakel 6230780 | 1 Paket 6232780 | 100.00 6232780
il Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 55.790 000 . - 55.790,000 | 100.00
il 4ol Musyawarah ‘APBDes (Reguler) Waktu Pelaksanaan 3.450.000 3450000 | 100,00
1. Wusyawareh Penyusunan APBDssa 2 Kal EEED E Kl 3450000 | 100,00 3450.000
14|02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 47.250.000 47250000 | 100,00
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa o Kl 5525000 7 el 5525000 | 100,00 15,525,000
2. Rembug Stuniing | i Kl 1725000 | 1 ki 1725000 | 10000 1725000
il 4o y Dokumen Desa (RP. dll) 24925000 24925000 | 100,00
1. Wusyawarsh Penyusunan RKFDesa 3 Kal 50| 3 Pakel 575000 | 10000 5.175.000
2. Honor Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 1 Paket 3350000 1 Paket 3350000 | 10000 3.350.000
3. Pelatihan Tim Penyusun RPIMDesRKPDesa (Kerjasama Desa) 1 Pakel 6400000 ] 1 Pakel 5400000 | 100.00 16.400.000
i]4]es Pengelolaan Administrasil Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 4.140.000 4140000 | 10000
1. Hanar Tim Inventarisasi Aset Desa 1 Pakel ERIEE Pake! 4140.000] 100,00 4.140.000
1]afo Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada 2.300.000 2300000 | 100,00
1. Honar Tim Penyusun LPPD Desa dan LKPJ Desa 1 Pakel 23000 1 2300000 | 10000 2300000
il o8 Sistem Informasi Desa 3725000 3725000 | 100.00
1. Website Desa i Paket a0 | i Paket 3725000 | 100,00 3725000
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oUTPUT SUMBER DANA
Kode Rekening URAIAN RENCANA REALISAS| SAMPAI SAAT INI
DANA DESA (Rp| ADD (Rp) LN:;' :“'" BE['S;'K
VOLUME SATUAN ANGGARAN (Rp) | VOLUME | SATUAN ANGGARAN | CAPAIAN i
1 2 3 4 5 1] 7 8 9 10,00 11 12 13 14
2 BIDANG PELAKSANAAN DESA 445.500.000 445.500.000
2(1 Sub Bidang Pendidikan 15.500.000 15.500.000 100,00
2[1f0 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 15.500.000 15.500.000 100,00
01. Pelatihan Paningkatan Kapasitas TPK (Kerjasama Desa) 1 Paket 15.500.000 1 Paket 16.500.000 100,00 15.500.000
2]2 Sub Bidang Kesehatan 89.000.000 89.000.000 | 100,00
2] 2|02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 73.200.000 73.200.000 100,00
1. Insentif Kader Posyandu dan KPM 2 Paket 70.200.000 2 Pakel 70.200.000 100,00 70.200000
2. Pembarian Makanan Tambahan 1 Pakel 3000000 4 Pakel 3000000 [ 100,00 3000000
2(2103 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan {Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dil} 11.800.000 11.800.000 100,00
01. Pelatihan Kader Kesehatan (Kerja Sama Desa) I 1 I Paket 11.800.000 1 Paket 11.800.000 100,00 11.800.000
2[2f0m ing| g Y 4.000.000 4.000.000 100,00
1. Pengadaan Baju Seragam Kader Kesehalan Desa 1 Pakel 2.250.000 1 Paket 2.250.000 100,00 2.250.000
2. Pengadaan Buku KIA 1 Paket 1.750.000 1 Paket 1.750.000 100,00 1750000
2|3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 304.337.100 . 304.337.100 100,00
2[3f12 ingkatan/ Jalan Usaha Tani (Dipilih) 54.794.400 54.794.400 100,00
1. PEMBANGLUNAN RABAT BETON JL TANI MAJUJUNG I 214 Mater 474400 5474 400 100,00 54 704400
2|31 F i/Peningkatan/F Jembatan Milik Desa **) 225.966.600 228.966.600 100,00
1. PEMB. JEMBATAN GANTUNG JL TANI DSN KAMPUNG BARU | 20 Meter 228,956 600 228966600 | 100,00 228 966,600
2[3f1 ing| Pr Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 20.576.100 20.576.100 100,00
1. PEMB. REILING PENGAMAN JALAN DUSUN BILA Il 51 Mater 20.576.100 20.576.100 100,00 20576.100
2|4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 34.662.900 - 34.662.900 100,00
2 [ 416 ilitasi/Peningl Sistem gan Air Limbah (Dipilih) 34.662.900 34.662.900 100,00
1. Rehab Drainase Pemukiman Bia | 92 Mater 11.142.400 a2 Mater 11.142.400 100,00 11142400
2. Rehah Drainase Pemukiman Bil | 136 Meter 23520500 | 136 | Meter 23520500 | 100,00 23520500
2] Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2000.000 - - 2000000 [ 100,00
2| 602 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dil) 2000.000 2.000.000 100,00
1. Baliho Transparansi Desa 4 Unit 2.000.000 2 Unit 2.000.000 100,00 2,000,000
ouTRUT SUMBER DANA
Kods Rekening URAIAN RENGANA REALISAS| SAMPAI SAAT INI
DANA DESA (Rp) ADD (Rp) UW:‘ LN BEL':::K
VOLUME SATUAN | ANGGARAN (Rp) VOLUME|SATUAN|  ANGGARAN | capaian L
7 z 3 [ 5 [ 0 0 000 [ 12 ul u
3 55.070.000 55070000 | 100,00
31 Sub Bidang gan Masyarakat 10.070.000 10070000 | 10000
BT Pelatinan/Penyuluhan/Sosialisas kepada Miasy. di Bid. Hukum & Palindungan Masy 10.070.000 10070000 | 10000
1. Sosialisas Bahaya Minuman Keras, Narkaba tan Pergaulan biebas [ Paket oomom | 1 Paket 0.070.000 | 10000 0.070.000
3]s Sub Bidang dan Olahraga 20,000,000 20000000 | 00,00
HEEE Panyslenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Waktu 20,000,000 20000000 | 10000
1. Kepemucaan 1 Paket 20000000] 1 Paket 20000000 | 100,00 20.000.000
HIK Sub Bidang Kalembagaan Masyarakat 25,000,000 25000000 | 100,00
HEIEE Pambinaan PKK 25,000,000 25000000 | 0000
T Pombinaan PRK. [ Paket 25000000 1 Paket 25000000 | 100,00 25,000,000
[l BIDANG PEMBERDAYAAH MASYARAKAT 52,850,000 52860000 | 100,00
a2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 6.050.000 6.000.000 | 100,00
a2 o Paningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksiipengelolaan/penggilingan) 6.090.000 6000000 | 10000
101 Mesin dan JET Pompa Ar [ Paket 5000000 | 1 Paket 6.000.000 | 100,00 5000000
43 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 16.300.000 seao0000 | 10000
[T Peningkatan Kapatitas Parangkat Dasa 18,300,000 18300000 | 100,00
1. Pelatihan Peningkatan Kapasiias Aparatur Desa (Kerjasama Desal) [ Paket 8300000 | 1 Pakel 8300000 | 10000 18.300.000
W6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 14,100,000 - - 14100000 | 10000
A Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg diiaksanakan oleh Pemdes) 14.100.000 14100000 | 100,00
1. Pelatihan Administas BUMD Desa) I [ Pakst EEEET I Pakel 14100000 | 100,00 4.100.000
I
a7 Sub Bidang Pardagangan dan Perindustrian [ 14.350.000 - - 14300000 | _ 100,00
AR i elompok produkiif 14.390.000 14390000 | 0000
1_ polatihan pengalahan dan pengemasan gula merah menjad gula s [ Paket 130000 | 1 Pakel 14300000 | 10000 4,350,000
5 {BIDANG PENANGGULANGAN BENGANA DARURAT DAN MENDESAK DESA 112202729 1080000001 9618
5[ 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 4202728 -
51 [0 Penanggulanan Bencana 4292728 -
1. Penaggulangan Bentana [ Fakel 4252720 -
5] 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 108.000.000 08.000.000 | 10000
B Fenanganan Keadaan Mendesak 108.000.000 108.000000 | 10000
1. Banluan Lengsung Tunsi 30 ki 105000000 30 K 08.000.000 | 10000 108.000.000
5 PEMBIAYAAN
51 Fenerimaan Pembiayaan 14726641 14726 641
611 SILPA Tahun Sebelumnya 14726641 147641 | 10000 5010780 Gazsiaz| 32272
61 Pengeluaran Pembiayaan AT3TAT.000 73,747,000
511 Penyeriaan hodal Desa 173.747.000 173747000 | 100,00 173.747.000
JUMLAH 1842371991 1831244107 | 9940 73100780 | 1.131.881.307 - -
pendapatan-belanja + pembiayaan - 5.753.967 20000 Be5155|  aseasi2
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Papan Pengumuman Transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa
tahun 2025
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Dokumentasi Wawancara Penelitian
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BIODATA PENULIS
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kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan
anak keempat dari sembilan bersaudara, dari pasangan
Amiruddin sebagai ayah dan Fatimah sebagai ibu. Riwayat
pendidikan penulis dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SD
Inpres Libukang yang ditempuh pada tahun 2010 hingga
2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang
Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Patampanua
pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

Pada tahun 2019 hingga 2022, penulis menempuh
pendidikan di UPT SMA Negeri 5 Pinrang. Setelah
menyelesaikan  pendidikan  menengah  atas,  penulis
melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada
tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam
kegiatan kemahasiswaan dan pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa
Program Studi (HMPS) Akuntansi Syariah. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah
Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) sekaligus Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL) di Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Pinrang.




